_ Pengantar Perkuliahan:
AnaI|S|s Kebljakan Publlk

; Oleh: Kandung ,Sapto Nugroho
- 081319393818

diadopsi dari Subarsono (2006)
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Rencana Perkuliahan

16 pertemuan yang terdiri dari :
14 pertemuan tatap muka

o 1 pertemuan UTS
1 pertemuan UAS
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Metode Kegiatan Perkuliahan

« Ceramah & Tanya Jawab

* Tugas Individu: Quiz setelah pertemuan
selesal

* Tugas Kelompok: Studi Kasus Kebijakan
dan presentasi Kelompok

« UTS dan UAS: penguasaan kerangka
teoritik dan analisis kasus
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 1
« Kontrak Belajar
» Pengenalan SAP dan Arah Perkuliahan
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 2

Refresh: Kerangka Analisis Kebijakan

e Pengantar

« Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik
 Arti Pentingnya Studi Kebijakan Publik
Pendekatan Dalam Studi Kebijakan Publik
Kerangka Kerja Kebijakan Publik
Proses Kebijakan Publik

_ingkungan Kebijakan Publik

« Sistem Kebijakan Publik

« Jenis-jenis Kebijakan Publik
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 3
Perumusan Masalah Kebijakan

Pengantar

Batasan Masalah Publik

Sifat Masalah Publik

Tipe Masalah Publik

Pentingnya Data Dalam Perumusan Masalah
Tahapan merumuskan Masalah Publik
Metode Merumuskan Masalah



Acara Perkuliahan

Pertemuan 4.

Forecasting

« Pengantar

» Jenis-jenis Forecasting
» Jenis-jenis Masa Depan
* Obyek Peramalan
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 5

Pengembangan Alternatif Kebijakan
« Pengantar

« Metode Pengembangan Alternatif
 Kriteria Seleksi
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 6 dan 9
Rekomendasi Kebijakan
« Pengantar

» Model-model Rekomendasi Kebijakan
« Ada 10 Model
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 7
e QUIS
e Kisi-kisi UTS

VT T A A A AN A A A
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Acara Perkuliahan

oo

ertemuan 8:
Jian Tengah Semester

VT T A A A AN A A A
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 10 dan 11

Implementasi Kebijakan

« Pengantar

 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Kebijakan
 Teori-teori Implementasi
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 12

Monitoring Kebijakan

« Pengantar

« Tujuan Monitoring

 Data dan Informasi untuk Monitoring
* Jenis-jenis Monitoring

» Pendekatan dalam Monitoring
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 13 dan 14

Evaluasi Kebijakan

e Pengantar

Tujuan Evaluasi

Alasan Evaluasi Kebijakan
Pendekatan Terhadap Evaluasi
Indikator Evaluasi

Data dan Informasi Untuk Evaluasi
Metode Evaluasi

Kendala Evaluasi
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 15
e QUIS
e KisI-kist UAS

VT T A A A AN A A A

\ \

I

\

-
R
-
>
-
e
-
-
-
-
-
-
-
-
R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
e
-

LW



Acara Perkuliahan

Pertemuan 16: Ujian Akhir Semester
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Beberapa Kesepakatan

S U AT Y AN 0 N A

Komponen Nilal:
 Tugas :15%
« Absen :10%
o« UTS . 25%
« UAS :50%
—35% UAS
— 15%  Afektif + Psikomotorik
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Kriteria Nilal

Penilaian

* Nilal A: 80 -100
 NilaiB:70-79
* Nilai C :60-69
 Nilai D : 50— 59
 NilalE:0-49
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....lanjutan

« Jam Masuk Kelas
 Tata Berpakaian
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Referensi

« Winarno, Budi (2004) Teori dan Proses
Kebijakan Publik,Yogyakarta: Penerbit
Media Pressindo

« Agustino, Leo, (2006), Dasar-Dasar
Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

« Agustino, Leo, (2006), Politik dan
Kebijakan Publik, Bandung: AIPIl &
Unpad Press
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Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara

Sampal Jumpa
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Kerangka Analisis Kebijakan

’ Pengantar

Konsep dan Llngkup Kebljakan Publlk

At Pentmgnya Studi Kebljakan Publik
| Pendekatan Dalam Studi Kebljakan Publik

Kerangka Kerja Kebi Jakan Publik

- Proses Kebijakan Publik
| Llngkungan Kebljakan Publlk |

Sistem Kebuakan Publik

~ Jenis-jenis Kebijakan Publik




Pengantar

. Analisis Kebijakan Publik :
Multidisipliner
« Karena meminjam teori, metode dan
teknik dari 1lmu sosial lain, iimu Ekonomi,
IImu politik, sosial, psikologi, dil
- Th 1970-an : Studi Kebijakan Publik,
‘Harold D. Laswell : policy sciences.

-'
_—
-
_'.
-
-
-
-
-
-
>
-
b
-
-
- -
- °
-

-

Ed

-.
-

kL

-




lanjutan
| Fokus utama Studl Ini :
1. Penyusunan Agenda Kebl Jakan |
2 Formulasi Kebijakan i
3. Adopsi Kebijakan

4 Implementa5| Kebljakan .
5. Evalua3| Kebuakan ‘
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Konsep & Llngkup Kebuakan Publlk .

* Thomas R. Dye (1981 1)
Kebijakan Publik adalah apapun

~ pilihan pemerintah untuk melakukan

atau tidak melakukan (public policy

is whatever governments choose fo
: do or not to do).
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lanjutan

 Maknanya :

1. Kebijakan Publik dibuat oleh badan
- pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan

- yang harus dilakukan atau tidak
~dilakukan oleh badan pemerintah.
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lanJ utan

. James i Anderson (1979 3)

I\/Iendef|n|5|kan Kebljakan Publlk sebagal. |
kebi Jakan yang ditetapkan oleh badan-

- badan dan aparat pemerintah

Subarsono (2006:2) Mendefiniskan
Kebijakan Publik dipahami sebagai

~ pilihan kebijakan yg dibuat oleh pejabat

atau badan pemermtah dalam bldang

te rtentu



lanjutan

« David Easton : Ketika pemerintah
membuat kebijakan publik, ketika itu

~ pemerintah mengalokasikan nilai-nilai

kepada masyarakat, karena setiap _

Kebljakan mengandung seperangkat nilai

~ di dalamnya. ( dalam Dye, 1981).
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lanjutan

« George Edward 111 dan Ira Sarkansky:

“... Is what governments say and do, or

- not to do. It is the goals or purposes of
governments programs... (apayang
dikatakan dan dilakukan atau tidak

~ dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan

- publik ini berupa sasaran atau tujuan
program-program pemerintah

"
- >
-
:..
2
-
-
-
-
.'~
e
-
-
-
-
-
-
=
=
-
e
-
._..
-
-
-




lanJ utan

| Llngkup Kebljakan Publlk LUAS ext
Pendidikan . |
Kesehatan -
E Pertanlan '_
; Transporta3|
. Pertahanan '-
3 Na3|onal |
Reglonal
. _Internasional, dll

i
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' Arti Pentingnya -
Studl Kebljakan Publik (Dye 1981) |
. .

Pengembangan limu Pengetahuan

Menempatkan Kebijakan Publik sebagal
Variabel Terpengaruh (Dependent
Variabel) sehingga berusaha menentukan
variabel pengaruhnya (mdependent
Variabel)

Dan bisa dlballk
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lanjutan

Viembantu Para Praktisi Dalam
mecahkan Masalah-masalah
publik | = =
Sbg Dasar teoritis tentang bagaimana
kebijakan yg baik dan memperkecil
potensi kegagalan dari suatu kebijakan
sehingga kedepan akan melahirkan ’
kebijakan yang lebih berkualitas
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lanjutan

3. Berguna untuk tujuan Politik

Kebijakan yang kuat, haruslah didukung
dengan teorl, asumsi yang kuat. Maka

~ lawan politik tidak bisa sembarangan

mengkritik kebijakan, sehingga kebljakan |

| dldukung berbagal kalangan T



Pendekatan Dalam Studl Kebljakan ’
Publlk(Hughs 1994 145) '

Ada 2 Pendekatan :
Analisis Kebijakan (Policy AnaIyS|s)

Kebijakan Publik Polltlk (Polltlcal Publlcf
Policy). |

Pendekatan Pertama fokus pada studi
pembuatan keputusan dan penetapan
kebijakan dengan menggunakan model2
tertentu (statistik/matematik)
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lanjutan

Pendekatan Kedua, lebih menekankan
nada hasil dan outcome dari kebijakan
~ publik daripada penggunaan metode
tertentu (statistik/matematik), dengan
melihat interaksi politik sebagai faktor
penentu dalam berbagal bidang, seperti

- kesehatan, pendldlkan kesejahteraan dan '
hngkungan -




lanjutan

| Pendékatanl, pendekatah kuantitatif
digunakan dalam pebuatan keputusan

 Hasilnya keputusan yg diambil benar2
_rasional menurut pertimbangan untung
rugi. |

~ Keputusan yang diambil adalah keputusan

yang memberikan manfaat bersih paling
optimal
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lanjutan

e Sayangnya pendekatan |
matematika seperti ini kurang _
realistis dalam dunia kebijakan

dan politik. Politik dan

 kebijakan terkadang kurang
rasional dalam beberapa hal.
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lanjutan

« Patton & Sawicki (1986:25): Apabila
model rasional diikuti, banyak |

- kebijakan rasional harus dikompro-
mikan sebab kebijakan tsb scr politik
tidak fisibel. Kebijakan yg rasional,

logis dan teknis layak mungkin tidak
dapat diimplementasikan sebab
sistem politik tidak menerimanya.
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lanJ utan

. Flgure tsb tldak selalu berblcara v
untuk dirinya sendiri dan ide-ideyg
- baik tidak selalu berhasil. Para analis
dan pembuat kebijakan selalu ;
dihadapkan pada konflik alternatif
~antara pertlmbangan teknls dan -
polltlk yang Iayak
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Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Akan ditentukan oleh variabel?2 -
. Tujuan yg akan dicapal, |

. Preferensi nilai sepertl apa yg perlu

dipertimbangkan dalam pembuatan
keputusan _.

. Sumber daya yg mendukung
kebuakan |

FEliro
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lanjutan

4, K‘emampuan aktor V(s terlibat dalam

O

2

pembuatan kebijakan.
Lingkungan yang mencakup lingkungan

- sosial, ekonomi, politik dan sebagainya
Strategi yang digunakan untuk mencapai

tujuan. Misalkan top-down approach or

buttom-up approach
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Proses Kebijakan Publik

« Proses analisis kebijakan adalah

serangkalan aktivitas intelektual yg

~ dilakukan dalam proses kegiatan yang |
bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
nampak dalam serangkaian kegatan yang
mencakup penyusunan agenda, formulasi

- kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan dan penilaian kebijakan '
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lanJ utan

. Sedangkan akt|V|tas perumusan
masalah, forecasting, | -
 rekomendasi kebijakan,
monitoring, dan evaluasi
- kebijakan adalah akt|V|tas yang
* Ieblh ber5|fat mtelektual ’
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Perumusan
Masalah

Forecasting

Rekomendasi
Kebijakan

Monitoring
Kebijakan

Evaluasi
Kebijakan

Proses Kebijakan Publik

~ Penyusunan

Agenda

Formulasi
~ Kebijakan

Adopsi

kebijakan

- Implementasi:
- Kebijakan

Penilaian

Kebijakan
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Tahap Analisis Kebijakan

Tahap

Karakteristik

Perumusan

Masalah

Membenkan Informasi mengenai
kondisi2 yg menimbulkan masalah

Forecasting

Memberikan informasi mengenai kon-
sekuensi alternatif kebijakan, termasuk |
apablla tidak membuat kebi Jakan

Rekomenda5|
Kebijakan

Memberlkan |nforma3| mengenal
manfaat bersih dari setiap alternatif
dan merekomendasikan alternatif
kebijakan yang memberikan manfaat
bersih paling tinggi
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lanJ utan

Karakterlstlk

| Monitoring

Kebijakan

Memberikan informasi mengenali

' konsekuensi sekarang dan masa

lalu dari diterapkannya alternatif
kebijakan termasuk kendala-

| kendalanya

Evaluasi

| Kebijakan

Memberikan |nforma3| mengenal
Kinerja atau hasil dari suatu

 kebijakan
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Tahapan Kebljakan Publlk
" Rlpley, 1985 49 -

—| Penyusunan Agenda HaSl'

o Dikuti

o Ml

— Diperlukan___

Evaluasi thd
implementasi, kinerja |«
& dampak Kebijakan

Kebijakan Baru
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3.

Penyusunan Agenda

Yg harus dllakukan adalah |
Membangun Persepsi di kalangan

Stakeholders bahwa sebuah fenomena
benar-benar dianggap masalah

Membuat batasan masalah
Memobilisasi dukungan agar masalah
tersebut dapat masuk dalam agenda |
pemerlntah



~ Tahap Formulasidan Legitimasi ~

et

.* Mengumpulkan dan menganaI|S|s
Informasi yg berhubungan dg masalah

Mengembangkan alternatif2 kebijakan

Membangun dukungan dan melakukan
negosiasi

Kebijakan terpilih

o

~
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Implementasi Kebijakan

: Perlu dukungansumber daya

Penyusunan organlsa3| pelaksana
kebijakan * *

Membangun mekanlsme msentlf dan
sanksi agar |mplementa3| kebljakan dapat |

| berjalan dengan balk
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~ Tindakan Kebijakan

. Akan dihasilkan kinerja dan dampak

kebijakan, dan proses selanjutnya adalah
- evaluasi terhadap implementasi, kinerja

dan dampak kebi Jakan.
Hasil evaluasi ini bermanfaat bagl

- penentuan kebijakan baru di masa yang

akan datang, agar kebijakan yg akan
datang lebih baik dan lebih berhasil.




Tahap Kebijakan, -
James Anderson (1979 23- 24) -

.* Formula3| Masalah (Problem
Formulation)

Formulasi Kebijakan (Formulatlon)
Penentuan Kebijakan (Adoptlon)
Implementa3| (Implementatlon)

: Evalua5| (Evaluatlon) |
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' Formulasi Masalah

| Apa masalahnya P

Apa yang membuat hal tsb menjadl
 masalah kebijakan ? i

‘Bagaimana masalah tersebut dapat masuk
dalam agenda pemerintah ? -
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- Formulasi Kebijakan

: Baga’imanam'engembangkan pilihan-
ptlihan atau alternatif untuk memecahkan
- masalah tsb ?

. Slapa saja yang berberpart|3|pa3| dalam
formulasi kebijakan ?
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~ Penentuan Kebijakan

| Bagaimanaaltérnatifditétapkan

Persyaratan atau kriteria seperti apa yg

~harus dipenuhi ? |
‘Siapa yang akan melaksanakan

kebijakan?

- Bagaimana proses atau strategi untuk

melaksanakan kebijakan?

Apa isi dari kebt Jakan yg telah dltetapkan,,



Implementasi -
. Slapa yang terllbat dalam |mplementa5|
kebijakan?

. Apa yang mereka kerja? L
- Apa dampak darl isi kebljakan P

-
- -
=
-
>
E— B
=
=
-
S
E
Sy
-
-
-
-
=
:..v
-
-
E
E
-




-'
- >
-
_'.
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
P
-
-
-.
-
-
-

- Evaluasi

| Bagaimanatingkat keberhasilan atau

dampak kebijakan diukur?

~ Slapa yang mengevaluasi kebijakan ?
Apa konsekuensi dari adanya evalua3|

kebijakan ?

- Adakah tuntutan untuk melakukan

perubahan atau pembatalan?



-5 Tahapan Proses Kebijakan Publik
(I\/Iichael Howlet dan M. Ramesh, 1995:11)
Penyusunan Agenda(AgendaSetting) -

Formulasi Kebijakan (Pollcy
Formulation) | | i
Pembuatan Kebijakan (DeC|S|on Makmg)

Implementasi Kebuakan (Pollcy
Implementation)

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
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Llngkungan Kebljakan Publlk

| Krlmlnalltas
Krisis ekonomi
- Makro dunla mternasmnal
Gejolak polltlk -
| Buruh
: A5503|a3| usaha
DI_I_ -.
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Hubungan 3 Elemen Slstem Kebljakan
Wllllam N Dunn (1994 71)

Pelaku e
Kebuakan ,
SR \

1. Kebudayaan Politk
2. Sosial Ekonomi =
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AnaI|S|s Kebl Jakan
(Dunn 1994 149)

\\\\$\\\$ f

— i i ' Peramalan ~
/ e Perumusan Masalah e i : | - :

Hasil-hasil
Kebuakan

\ ' é@nMasalah' s i ' l |
Pemantauan i . , ' =
AKSI

‘Kebijakan

P g

i

Perumusan Masalah
Perumusan Masalah
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Jenls-Jenls Kebljakan

1 Kebljakan Substantlf mlsalnya kebljakan '

A

it

perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak
sipil, masalah luar negeri, dlil

Kebijakan Kelembagaan mlsalnya |
kebijakan legislatif, judikatif, departemen ~

Kebijakan menurut kurun waktu,
misalnya kebijakan orde baru, orde
reformasi, dil



Kategorisasi Kebijakan,
James Anderson (1979 126- 132)’ |

Kebl Jakan Substantlf Vs Kebi Jakan
Prosedural ~ |

Kebijakan distributif Vs Kebi Jakan
Regulatory

Kebijakan Material Vs Kebljakan
Simbolis

Kebijakan yg berhubungan dengan
barang umum dan barang privat.
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AnaI|S|s Kebijakan Publlk
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 3
Perumusan Masalah Kebijakan
Pengantar
Batasan Masalah Publik
Sifat Masalah Publik
Tipe Masalah Publik
Pentingnya Data Dalam Perumusan Masalah
Tahapan merumuskan Masalah Publik
Metode Merumuskan Masalah
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Pengantar

Masalah :

 Salah satu bagian dari analisis kebijakan yang
Kurang mendapat perhatian selama ini tetapi
persifat krusial adalah perumusan masalah
Kebijakan.

Analisis kebijakan sering gagal karena
memecahkan masalah yang salah dibandingkan
gagal karena mereka menemukan solusi yg salah
thd masalah yang benar
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Why ?

Karena :

 Karena subjektifitas, atau kepentingan
analis/policy makers sangat menonjol

« Kompleksitas masalah itu sendiri dan
kemampuan policy makers
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Batasan Masalah Publik

« Sebuah masalah dikatakan sebagal masalah
privat apabila masalah tersebut dapat
diatasi tanpa mempengaruhi orang lain
(Jones, 1991:71) atau tanpa harus
melibatkan pemerintah.
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ceeen..danjutan

 Suatu gejala menjadi masalah publik ketika

gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan
nersama oleh sekelompok masyarakat dan
nanya dapat diatasi melalui intervensi
pemerintah.

» OKI, masalah publik dapat dipahami
sebagal belum terpenuhinya kebutuhan,
nilal atau kesempatan yang diinginkan oleh
publik, dan pemenuhannya hanya mungkin
melalui kebijakan pemerintah.
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Sifat-sifat Masalah Publik

Karakteristik dari Masalah Publik
Menurut William N. Dunn, 1994:140-
141)

Saling Ketergantungan (interdepen-
dence) antara berbagai masalah.

Subyektifitas dari Masalah Kebijakan,
masalah kebijakan adl hasil pemikiran
dalam konteks lingkungan tertentu




ceeen..danjutan

3. Artificiality masalah, yakni suatu
fenomena dianggap sebagal masalah
karena adanya keinginan manusia untuk
mengubah sesuatu.

Dinamika Masalah Kebijakan. Solusi
terhadap sebuah masalah selalu berubah
(lingkungan, waktu, dll)
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Tipe-tipe Masalah Publik

Tipologi Masalah (Dunn, 1994:146)
berdasarkan komplektisitasnya ada 3:

Masalah yg terstruktur dg baik (well
structured)

Masalah yg agak terstruktur (moderately
structured)

Masalah yg tidak terstruktur (ill
structured)




\

\

Masalah yqg terstruktur dg baik
(well structured)

« Masalah yg pemecahannya hanya
melibatkan beberapa pembuat kebijakan,
dg alternatif pemecahan terbatas, nilai dari
pemecahan masalah disetujui dan
dihasilkan lebih dapat dipastikan dengan
tingkat probabilitas yang dapat
diperhitungkan

 Contoh : penghentian seorang pegawal
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\

Masalah yg agak terstruktur
(moderately structured)

\

« Masalah yang pemecahannya melibatkan
beberapa pembuat kebijakan, alternatif
pemecahannya terbatas, nilai yang dikejar
disetujul, tetapi haslnya tidak pasti dengan
tingkat probabilitas yang sulit dihitung.

« Contoh : pembebasan tanah untuk
pelebaran jalan
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\

Masalah yqg tidak terstruktur
(11l structured)

\

« Masalah yang pemecahannya melibatkan
banyak pembuat kebijakan, alternatif
pemecahannya tidak terbatas, nilai yg akan
dikejar masih menimbulkan konflik, dan
hasil akhirnya sangat sulit diketahui
dengan pasti karena tingkat probabilitasnya
sangat sulit dihitung.

 Contoh : kemiskinan, pengangguran
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Pentingnya Data dalam
Perumusan Masalah

 Analis kebijakan sangat membutuhkan data
dan informasi

* Time series : kurun waktu
 Cross sectional : antar lokasi yg berbeda

 Bila analis kebijakan tidak didasarkan pada
data dan informasi maka akan terjadi
kesalahan dalam merumuskan masalah
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Sumber Data dan Informasi

Data sekunder: seperti laporan tahunan,
tri-wulan, atau bulanan, surat kabar,
jurnal, bulletin dan data statistik lainnya

Data Primer: data pra-survel, hasil
wawancara




Kendala mendapatkan data:

1. Kurang ada data up date

2. Rendahnya kualitas data, karena “tidak
jelas’nya pengumpul data sehingga “bias
data”.

3. Sistem manajemen data yang belum
standar. (klasifikasi, penyajian,
keteraturan dan ukuran yang digunakan)
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Tahapan Perumusan
Masalah Publik

Perumusahan masalah dapat dipandang
sebagal suatu proses :

Pencarian masalah (problem search)
Pendefinisian Masalah (problem
definition)

Spesifikasi Masalah (problem
specification)

Pengenalan Masalah (Problem sensing)



Tahap-tahap Perumusan Masalah
William N Dunn, 1994:149

META
MASALAH

Pencarian Masalah
Pendefinisian Masalah

SITUASI MASALAH
MASALAH SUBSTANTIF

Pengenalan Masalah Spesifikasi Masalah

MASALAH
FORMAL
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\

ceeen..danjutan

« Perumusah masalah diawali dengan adanya
situasi masalah, yakni serangkaian situasi
yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan
terasa ada sesuatu yang salah. Kemudian
para analis terlibat dalam pencarian
masalah. Selanjutnya lahir apa yang
disebut meta masalah, yakni masalah yang
belum tertata dengan rapi.
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ceeen..danjutan

Dari meta masalah para analis melakukan
pendefinisian masalah dalam istilah yang
paling umum dan mendasar, misalnya
menentukan apakah masalahnya termasuk
dalam masalah sosial, politik, ekonomi,
selanjutnya akan lahir masalah substantif
berubah menjadi formal, yakni masalah

yang telah dirumuskan secara spesifik dan
Jelas.



Patton dan Sawicki (1987:107)

[ tahap merumuskan Masalah

Pikirkan kenapa suatu gejala dianggap
sebagal masalah

. Tetapkan batasan masalah yang akan
dipecahkan

Kumpulan fakta dan informasi yang

berhubungan dengan masalah yang telah
ditetapkan

.
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ceeen..danjutan

Rumuskan tujuan dan sasaran yang akan
dicapal

|dentifikasi policy envelope (variabel2 yg
mempengaruhi masalah)

Tunjukkan biaya dan manfaat dari
masalah yg hendak diatasi

Rumuskan masalah kebijakannya dengan
baik.



Metode Merumuskan Masalah

M3 : adalah metode untuk mengenali,
mendefinisikan dan merumuskan
masalah sehingga masalah tsb dapat
dipahami dengan balik.

Analisis Batas

Analisis Klasifikasi
Analisis Hirarki
Brainstorming

Analisis perspektif ganda

1.
2.
3.
4.
D.
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Analisis Batas

Yakni usaha memetakan masalahnya
melalui snowball sampling dari
stakeholders. Ini disebabkan karena
analisis kebijakan sering dihadapkan pada
masalah yang tidak jelas dan rumit,
sehingga perlu minta bantuan stakeholders
untuk memberikan informasi yg
berhubungan dengan masalah ybs.



Analisis Klasifikasi

 Yakni mengklasifikasikan masalah ke
dalam kategori-kategori tertentu dengan
tujuan untuk lebih memudahkan analisis.

e Contoh: memecahkan masalah kemiskinan,
diklasifikasikan lagi ke dalam kelompok
kemiskinan kota dan kemiskinan desa, dan
lain-lain.
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Analisis Hirarki

» Yaitu metode untuk menyusun masalah
berdasarkan sebab-sebab yang mungkin
dari situasi masalah
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Brainstorming

« Yakni metode untuk merumuskan masalah
melalui curah pendapat dari orang-orang
yang mengetahui kondisi yang ada
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Analisis Perspektif Ganda

 Yaitu metode untuk memperoleh
pandangan yang bervariasi dari pperspektif
yang berbeda mengenai suatu masalah dan
pemecahannya, misalnya dari perspektif
administrasi publik, perspektif politik dan
perspektif ekonomi.
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Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara

Sampal Jumpa D 7o
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. . {g

Copyright © 2007 by Kandung Sapto Nugroho

All Rights Reserved. Requests for permission to make copies
of any part of the work should be mailed to:
kandungsaptonugroho@gmail.com
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 4.

Forecasting

« Pengantar

» Jenis-jenis Forecasting
» Jenis-jenis Masa Depan
* Obyek Peramalan

VR U I A Y G O
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Pengantar

» Pembahasan dalam forecasting atau
peramalan juga masalah krusial di
dalam pembahasan kebijakan publik.

 Karena dari forecasting akan
diketahui seperti apa kondisi sosial,
ekonomi dan politik di masa depan,
kemudian dapat dilakukan intervensi
melalul kebijakan pemerintah.
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1.

2.

Tujuan Forecasting

Memberikan informasi mengenai
kebijakan di masa depan dan
konsekuensinya;

Melakukan kontrol dan intervensi
kebijakan guna mempengaruhi
perubahan, sehingga akan
mengurangi resiko yg lebih besar



Jenis Forecasting

TITITIIIY!

2 2 1. Proyeksl
= = 2. Prediksi

- = 3. Perkiraan
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Proyeksi

» Yakni ramalan yang didasarkan pada
ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan
masa lalu, dengan asumsi bahwa masa
yang akan datang memiliki pola yang sama
dengan masa lalu.

 Contoh: kita dapat menghitung proyeksi
jumlah penduduk tahun 2010 berdasarkan
data yml penduduk selama 5 tahun terakhir,
yakni tahun 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,

 Proyeksi dapat menggunakan model
matematika dan regresi
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Model Matematika

Model Ini terdiri dari 2 metode:

1. Metode Aritmatik
— P,=Py(1+rn)
P = Jumlah penduduk pada tahun n
P, = Jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)
r = Angka pertumbuhan penduduk
n = Periode waktu dalam tahun
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Contoh :

Penduduk pada tahun 2005 = 1000 jiwa,
pertumbuhan penduduk selama 5 tahun
terakhir ini (1999 — 2004) rata-rata 10
jiwa per tahun, maka jumlah penduduk
pada tahun 2015 sebesar :

e P,y =1000 (1+10x10) = 1.b Jiwa
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Model Matematika ...lanjutan

2. Metode Geometrik
P.=Py(1+r)"
P = Jumlah penduduk pada tahun n
P, = Jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)
r = Angka pertumbuhan penduduk
n = Periode waktu dalam tahun
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Contoh :

 Jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar
1.000 jiwa dengan angka pertumbuhan
penduduk sebesar 2 persen per tahun, maka
jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah
sebesar :

* Py =1.000 (1+0.02)°>=1.104,1 Jiwa
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Model Regresi

VD

Contoh : Tabel X: Jumlah Kejahatan Yg Dilaporkan

Tahun Jumlah
1997 210
1998 215
1999 222
2000 245
2001 274
2002 289
2003 320
2004 351
2005 380
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Hitunglah proyeksi jumlah kejahatan pada Th 2010
dengan menggunakan persamaan regresi?

Tahun
(X)

Jml
Kejahatan

(Y)

Nilai Waktu
(X)

Kolom (2)
kali (3)
(XY)

Kolom (3)
kuadrat

(x*)

Kecenderungan
Jml Kejahatan

(Y1)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

210
215
222
245
274
289
320
351
380

W N R O R L A

I

-840
-645
-444
-245
0
289
640
1053
1520

189.92
212.05
234.18
256.31
278.44
300.57
322.7
344.83
366.96

n=29

TY=2506

]
g
o

T (xY)=1328

2(x?)=60

SYt=2505.96




lanjutan

LR nn

Y
2.Y _ 2506 _ 278,44
n

o 2. (xY) 1328
Z(xz) 60

Yt = 278.44 + 221.13(x)

\

=2213

Yt(2010) = 278.44 + 22.13(9) = 477.6
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Atau Dengan :

« Rumus Persamaan Regresi Linier
Yi=a+bX

S U AT Y AN 0 N A

\

(Kerlinger dan Pedhazur, 1973:21)
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Atau Dengan

LR nn

NZXY O X)OY)
N> X2—-(D X)?

a:ZY—bZX
N

\

Blalock, 1960: 284)
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Prediksi

« Yaitu ramalan yang didasarkan pada
asumsi teoritik. Misalnya berdasarkan teori
supply dan demand. Harga normal akan
terjadi pada titik temu antara supply dan
demand.

OKI, ketika S dan D tidak seimbang,
misalnya D meningkat sedangkan S tetap,
maka akan lahir black market, dan kondisi
Inl memberikan peluang bagi terjadinya
korupsi.
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Perkiraan

» Yakni ramalan yang didasarkan pada
penilaian para pakar tentang situasi
masyarakat yang akan datang.

LR nn
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Jenis-jenis Masa Depan

o

Masa Depan Potensial (Potential
Future)

Masa Depan Masuk Akal (Plausible
Future)

Masa Depan Normatif (Normative
Future)
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Masa Depan Potensial
(Potential Future)

Yakni situasi masa depan yang berbeda
dengan situasi sosial yang memang
terjadi.

Contoh, sebagal akibat penebangan hutan
yang terus menerus, maka berbagal jenis
masa depan mungkin dapat terjadi,
misalnya bencana alam, kekurangan

persediaan air, musnahnya satwa, global
warming.
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Masa Depan Masuk Akal
(Plausible Future)

Yakni situasi masa depan yang atas dasar
asumsi akan terjadi apabila pembuat
kebijakan tidak melakukan intervensi.

Dari contoh diatas, yg dikatakan masa
depan masuk akal, adalah bencana alam,
kekurangan persediaan air, global
warming, musnahnya satwa sangat logis
dapat terjadi apabila pemerintah tidak
melakukan kontrol thd penebangan hutan



lanjutan

Sebaliknya, apabila pemerintah
melakukan kontrol terhadap
manajemen penebangan hutan, maka
masuk akal juga akibat negatif dari
yang telah disebutkan diatas dapat
diminimalkan atau dihindaril.
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Masa Depan Normatif
(Normative Future)

» Yaknl masa depan yang seharusnya
terjadi.

« Contoh: apabila lebar jalan raya diperluas,
manajemen lalu lintas disempurnakan, dan
pertumbuhan jumlah kendaraan dikontrol
ketat, maka jumlah kecelakaan lalu lintas
di masa depan akan berkurang.
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Objek Peramalan

LR nn

Konsekuensi kebijakan sekarang
Konsekuensi kebijakan baru

Isi kebijakan baru

Perilaku stakeholders
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1.
2.
3.
4.
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Konsekuensi kebijakan sekarang

Yakni ramalan yang digunakan untuk
mengestimasi kondisi yg akan datang,
apabila tidak ada kebijakan baru (status
quo). Misalnya, apabila pemerintah tidak
menaikkan harga BBM, maka dapat
diprediksi seberapa besar defisit anggaran
negara Kita.
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Konsekuensi kebijakan baru

Yakni ramalan yg digunakan untuk
mengestimasi kondisi yang akan datang
apabila diterapkan kebijakan baru.

Sebagal contoh, apabila pemerintah
mengambil kebijakan menaikkan harga
BBM sebesar 20%, maka akan dapat
diprediksi berapa besarnya kenaikan
pemasukan keuangan negara dari sektor
Ini dan seberapa besar efeknya pada
kenaikan harga sembako lainnya.
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Isi kebijakan baru

Yakni ramalan yang digunakan untuk
mengestimasi perubahan dalam isi
kebijakan baru.

Misalnya kebijakan pemerintah untuk
menurunkan kembali BBM (solar)
sebesar Rp. 50,- karena adanya banyak
keberatan dari masyarakat.
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Perilaku stakeholders

« Yaitu ramalan yang digunakan untuk
mengestimasi dukungan atau penolakan
yang mungkin lahir dengan adanya
kebijakan baru.

» Misalnya ramalan untuk memperkirakan
kelompok-kelompok mana yang
mendukung atau menolak seandainya
pemerintah membuat kebijakan mencabut
subsidi pupuk.
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Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 5

Pengembangan Alternatif Kebijakan
« Pengantar

« Metode Pengembangan Alternatif
 Kriteria Seleksi
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Pengantar

« Tahap berikutnya dalam proses
kebijakan publik adalah tahap
pengembangan alternatif kebijakan
dan menentukan kriteria seleksi
terhadap berbagal alternatif yg
ditawarkan.
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Pengantar

Kebijakan yg dipilih adalah kebijakan
yang telah lolos dari proses seleksi
karena dipandang lebih unggul
daripada alternatif kebijakan lain.

 Dalam proses seleksi sudah tentu
harus mendasarkan pada Kkriteria yang
jelas
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Bab 1ni

Membahas tentang berbagail metode
yg dapat dikembangkan untuk
menawarkan alternatif kebijakan,
dan;

Menyusun seperangkat kriteria yang
dapat digunakan untuk melakukan
penilaian terhadap alternatif
kebijakan
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Bab 1ni

Ketika Policy Makers dihadapkan pada
masalah yqg tidak terstruktur, maka ia
dituntut mengembangkan berbagal
alternatif kebijakan sebelum sampai pada
pilihan kebijakan yg tepat.

Ini tidak mudah, karena Policy Makers
dituntut untuk mempunyal pengetahuan
yg luas yg berhub dengan masalah yg
sedang dihadapi.
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Metode Pengembangan Alternatif
Kebijakan, Patton and Sawicki
(1987:182-185)
Metode Status Quo (No-Action)

Metode Survel Cepat (Quick Surveys)
Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Perbandingan dengan Pengalaman Nyate
(Comparison of Real-World Experiences

Metode Analogy, Metaphor, and Synetic
Curah Pendapat (Brainstorming)
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Metode Status Quo
(No-Action)

 Suatu alternatif dipilih apabila
klien,pemegang otoritas, kelompok
masyarakat atau instansi merasa bahwa
masalah yg ada dapat diperbaiki dengan
alternatif ybs.

« Untuk memilih harus dievaluasi tiap
alternatif kebijakan yg ada

« =>» apakah situasi menjadi BAIK atau
sebaliknya.
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Alasan Memilih Metode
Status Quo (No-Action)

Tidak cukup dana untuk membuat
alternatif kebijakan baru

Dg kebijakan status quo sudah dapat
mencapal sasaran kebijakan/program

Kebijakan status quo dapat mengurangi
tindakan dan resiko

Status quo mrp solusi yg terbaik karena
masalahnya Pelik, sehingga tidak ada
solusi yg optimal.
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Metode Survel Cepat
(Quick Surveys)

Analis kebijakan dapat menanyakan kepade
teman atau kelompok tertentu mengenal
suatu masalah dan minta saran bagaimana
memecahkan masalah tsb.

—> ide yg baik untuk memecahkan masalah

Hasil: daftar saran alternatif kebijakan untu
kemudian diolah oleh analis kebijakan
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Tinjauan Pustaka

(Literature Review)

Buku, jurnal : pengetahuan teoritik dg
berbagal kasus sosial, bisa menjadi
sumber informasi untuk menawarkan
alternatif kebijakan

Contoh, scr teoritis ada 3 jenis kebijakan
yg bisa diambil untuk mengatasi sektor
Informal, khususnya PKL, yakni:
kebijakan struktural, kebijakan relokasi,
kebijakan edukatif (McGee dan Yeung,
dalam Subarsono, 1998:92)
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lanjutan

Kebijakan Struktural adalah kebijakan
untuk mengkontrol aktivitas sektor
Informal melalui infrastruktur legal dan
administratif.

Kebijakan Relokasi adalah untuk menata
kembali tempat beroperasinya sektor
Informal

Kebijakan Edukatif adalah untuk
mengubah sikap dan pengetahuan mereka

sehingga akan mengubah pola perilaku
mereka
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Perbandingan dengan Pengalaman
Nyata (Comparison of Real-World

Experiences)

Memperoleh informasi tentang alternatif
kebljakan yg nyata yg telah dilaksanakan
dengan setting sosial yg hampir sama

Tidak mencari alternatif terbaik, namun
alternatif yg bisa diterapkan

Contoh: Centralized Planning Approach
menjadi Decentralized Planning Approach,
Rondinelli dan Cheema, 1983:10)



Metode Analogy, Metaphor,

and Synetics

 Analogi dan Metapor digunakan untuk
memecahkan masalah baik dalam
mendefinisikan masalah maupun dalam
mengidentifikasikan kemungkinan
alternatif.

Para pendukung ini berpendapat bahwa
para analis kebijakan seringkali gagal
menemukan solusi thd suatu msl sebab
mereka tidak mengenal bahwa msl yg
dihadapi sebenarnya msl lama.
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lanjutan

» Sedangkan synetics adalah metode
pemecahan masalah dalam kelompok
melalui diskusi sehingga kesempatan untuk
menemukan alternatifnya meningkat.
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Curah Pendapat
(Brainstorming)

Metode brainstorming dapat dilakukan melalui
konferensi yg kreatif guna menghasilkan

serangkaian daftar (checklist) ide/gagasan untuk
memecahkan masalah.

Rank brainstorming bervariasi dari pembicaraan
Informal, pertemuan cepat dan terbatas, teratur
para anggota, pakar dan konsultan,

 Shg hasil diskusinya menjadi alternatif kebijakan
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Kriteria Seleksl,
Subarsono, 2006:56)

Kesesualan dengan visi dan misi
organisasi.

Applicable (dapat diimplementasikan)

Mampu mempromosikan pemerataan
dan keadilan pada masyarakat

Mendasarkan pada kriteria penilaian yg
jelas dan transparan.



Kesesualan dengan visi dan
misi organisasi

o Alternatif kebijakan yg dipilih
harus mendukung tercapainya Vvisi
dan misi organisasi, karena
kebijakan berfungsi sebagali
Instrumen untuk mencapai Visi
dan misi organisasi

e
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
e
-
S
-
-~
-
-
-
e
-
e
-
End
-




Applicable

Untuk menilai sebuah kebijakan yg
paik bukan hanya dari sudut
penggunaan susunan kata dan kalimat
yg indah dan penetapan sasaran yg
Ideal atau tinggi, tetapi terlebih pada
aspek fisibilitas kebijakan tersebut
untuk diimplementasikan.
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Applicable....lanjutan

 Tidak ada gunanya menetapkan kebijakan
yg ideal, namun tidak bisa
diimplementasikan karena tidak didukung
oleh sumber daya

« Hanya menjadi tumpukan dokumen

» OKI kebijakan harus realistis dg sumber
daya sehingga dapat diimplementasikan.
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Mampu mempromosikan pemerataan dan
keadilan pada masyarakat

Ini bermakna bahwa kepentingan
publik harus diletakkan sbg
pertimbangan utama para policy
makers

Kebijakan publik haruslah
memudahkan akses masyarakat
dengan adil, bukannya mempersulit
mendapatkan layanan
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Mendasarkan pada kriteria
penilaian yg jelas dan transparan

 Policy makers harus mendasarkan
pada serangkaian kriteria yang
transparan dalam menilai setiap
alternatif kebijakan.

» Kriteria tersebut berfungsi sebagali
standar penilaian yg dapat
diverifikasi oleh publik.
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Kriteria Seleksi Bardach, dalam
Patton & Sawicki, 1987:157-167)

. Technical Feasibility

. Economic and Financial Possibility
. Political Viability.

. Administrative Operability

1
2
3
4
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Technical Feasibility

kelayakan teknis

Apakah alternatif yg dipilih dapat
mengatasi pokok persoalan yg muncul, 2
kriteria : Effectiveness and adequacy

Efektifitas, menyangkut apakah alternatif
yg dipilih dapat mencapal tujuan yg
diinginkan

Kecukupan, menyangkut seberapa jauh

alternatif yg dipilih mampu memecahkan
persoalan
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Economic and Financial
Possibility

Kemungkinan ekonomi dan finansial

Menyangkut : economic efficiency,
profitability and cost effectiveness.

Efisiensi ekonomi, mempersoalkan
apakah dengan menggunakan
resources yg ada dapat diperoleh
manfaat yg optimal.
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Economic and Financial
Possibility

Keuntungan, mempersoalkan
perbandigan antara input dengan
output kebijakan.

Efisiensi biaya, mempersoalkan
apakah tujuan dapat dicapal dengan
biaya yang minimal



Political Viability

Menyangkut:acceptability,
approppriateness, responsiveness,
legal and equity.

Tingkat Penerimaan, adalah apakah
alternatif kebijakan ybs dapat
diterima oleh para aktor politik

(pembuat keputusan) dan masyarakat
(penerima kebijakan)
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Political Viability....lanjutan

Kepantasan, mempersoalkan apakah
kebijakan ybs tidak bertentangan dengan
nilai-nilal yg ada dalam masyarakat.

Daya tanggap, menanyakan apakah
kebijakan ybs sesual dengan kebutuhan
masyarakat.

Legal, apakah kebijakan ybs tidak
bertentangan dg peraturan yg ada

Keadilan, menanyakan apakah kebijakan
tsb dapat mempromosikan pemerataan
dan keadilan dalam masyarakat.
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Administrative Operability

Kelayakan Administratif

Menyangkut : authority, institutional
commitment, capability, and
organizational support.

Otoritas, mempersoalkan apakah
pelaksana kebijakan cukup memiliki
otoritas

Komitmen institusi, menyangkut
komitmen dari para administrator dari tk
atas dampai tk bawah

e
-
-
-
-
-
-~
-
-
-
-
-
e
-
S
-
-~
-
-
-
e
-
e
-
End
-

—
—
—
—_—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—_—
—
—
=
—
—
—
—
—
—



Administrative Operability

Kapasitas/Kemampuan, berkenaan
dengan kemampuan aparatur baik
kemampuan konseptual maupun
keterampilan

Dukungan organisasi, ada tidaknya
dukungan dari organisasi pelaksana
kebijakan
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Kelayakan Kebijakan,
Korten (1988)

Kelayakan suatu kebijakan dapat dilihat
dari kesesualan antara tiga unsur :

Jenis Kebijakan
Penerima Kebijakan
Organisasi Pelaksana Kebijakan

1.
2.
3.
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Kelayakan Kebijakan, Pembangunan
Berdimensi Kerakyatan, Korten (1988)

Kebijakan

: . ersyaratan tugas
Hasil Kebijakan
Kebut%enerima Kemampua KNUSUS

- Penerima Organisasi

*'L

B Kebijakan Ekspresi  keputusan Pelaksana

kebutuhan  organisasi
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Kelayakan Kebijakan,
Korten (1988)

Org pelaksana harus mampu merumuskan apa
yg menjadi ekspresi kebutuhan calon penerima
kebijakan/ kelpk sasaran dalam sebuah
kebijakan

Ini dimaksudkan agar penerima kebijakan ikut
merasa memiliki dan ikut bert.j. thd suatu
kebijakan

Suatu kebijakan memerlukan persyaratan teknis
yg berbeda-beda sesuali jenis kebijakan, yg
harus dipenuhi org pelaksana

|
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Kelayakan Kebijakan,
Korten (1988) ...lanjutan

OKI org pelaksana harus memiliki
kompetensi untuk menangani suatu jenis
kebijakan tertentu supaya berhasil.

Outcome dari suatu kebijakan harus
sesual dg kebutuhan masyarakat
penerima kebijakan (target group)
supaya kebijakan lebih terasa
manfaatnya.
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Kelayakan Kebijakan,
Korten (1988) ...lanjutan

Apabila outcome kebijakan tidak seperti
yg dikehendaki masyarakat penerima
kebijakan,maka terjadi pemborosan biaya

Contohnya
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 6

Rekomendasi Kebijakan

« Pengantar

» Model-model Rekomendasi Kebijakan
« Ada 11 Model (1-6)

Bab Ini membahas : metode penilaian
dari setiap alternatif untuk sampai
pada pilihan yg paling unggul
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Pengantar

» Tujuan rekomendasi kebijakan adalah
memberikan alternatif kebijakan yg paling

unggul dibanding dengan alternatif
kebijakan yg lain.

 Dalam proses pemilihan alternatif tsb harus
mendasarkan pada seperangkat kriteria yg
jelas dan transparan, sehingga ada alasan
yg masuk akal bahwa suatu alternatif
kebijakan dipilih atau ditolak

« Metode seleksi kriteria tsb dapat bersifat
kuantitatif dan kualitatif
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Pengantar

 Proses pemilihan alternatif kebijakan
membutuhkan perhatian yg cermat agar
policy makers tidak terjebak pada pilihan
yg hanya untuk kepentingan kelompok
tertentu atau bias politik.

 Aspek rasionalitas dan aseptabilitas dari
sebuah alternatif merupakan pertimbangan
yg utama dalam memilih alternatif
kebijakan, dan ini tidak berarti aspek lain
bisa diabaikan
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Model-model
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan adalah
proses untuk melakukan pilihan
terhadap berbagal alternatif
kebijakan berdasarkan kriteria-
kKriteria yg telah ditetapkan.

Rekomendasi kebijakan juga
membahas model-model bagi policy
makers



Patton & Sawicki, Weimer & Vinning,
Ringland, Subagyo, Djamin dalam

Subarsono (2003)

Metode Perbandingan.

Metode Memuaskan (Satificing Method)
Lexicographic Ordering Method
Non-Dominated Alternatives Method
Metode May

Metode Pro dan Kontra

Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis)
Pohon Keputusan

. Total Profit

10. Ranking by Inspection

11. Payback Period

1.
2.
3.
4.
D.
6.
7.
8.
9

I A I L o
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Metode Perbandingan

Semua alternatif kebijakan yang akan
dievaluasi dibandingkan berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan,
kemudian dipilih salah satu alternatif
kebijakan yg memperoleh nilai yg
tertinggi.
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Metode Perbandingan

Tabel Contoh 1.

Seleksi Alternatif Kebijakan

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

5

Jumlah
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Metode Perbandingan

Alternatif Kebijakan Pemilihan Gubernur DIY

Tabel Contoh 2.

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

1. Demokratis

Rendah (1)

Sedang (2)

Tinggi (3)

2. Partisipasi Masy

Rendah (1)

Sedang (2)

Tinggi (3)

3. Transparansi

Sedang (2)

Rendah (1)

Tinggi (3)

4. Akuntabilitas

Rendah (1)

Sedang (2)

Tinggi (3)

5. Responsibilitas

Rendah (1)

Sedang (2)

Tinggi (3)

Jumlah Nilai

6

9

15




Metode Perbandingan

» Dalam penetapan kriteria perlu memper-
timbangkan tujuan yg akan dicapai dari
suatu kebijakan di samping pertimbangan

seperangkat nilai yg telah dibahas pada
Bab 4 (kemarin).

Dalam konteks (Contoh 2) tujuan yg akan
dicapal dari adanya pemilihan kepala
daerah adalah terciptanya sistem

pemerintahan yg baik (good governance)
dan demokratis.
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Metode Perbandingan

OKI, kriteria yg digunakan adalah :
Demokratis

Partisipatif

Transparansi

Akuntabilitas

Responsibilitas

Sebagal karakter dari good governance
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Metode Perbandingan

Untuk memberikan nilai kuantitatif pada masing-
masing kriteria diperlukan diskusi diantara para
pembuat kebijakan dengan melibatkan
stakeholders untuk mencapai nilai yg disepakati.

Besarnya nilai yg disepakati harus mendasarkan
pada fakta atau prediksi ke depan.

Dlantara masing-masing kriteria dapat diberi
nobot yg sama atau berbeda, semuanya
tergantung pada asumsi yg digunakan.

Alternatif kebijakan yg mendapatkan jumlah
nilai terbesar adalah yg layak dipilih secara
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Metode Perbandingan

Tabel Contoh 3.
Alternatif Kebijakan Perguruan Tinggi

Tujuan

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Status Quo (PT Negeri)

Otonomi atau BHMN

Peningkatan
Mutu Akademik

Lengkapannya isi dan
perpustakaan &
laboratorium

Jumlah & Kualitas
Penelitian

Jumlah & Kualitas buku
yg dipublikasikan

Jml karya staff dosen
yg termuat dalam jurnal
nasional & internasional

Peringkat PT dalam PT
regional & internasional

Buruk, karena akan
terjadi penurunan
kualitas. Anggaran
pemerintah untuk
pendidikan terbatas

Baik, karena ada
sumber pembiayaan
lain di luar
pemerintah
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Metode Perbandingan

Tujuan

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Status Quo (PT Negeri)

Otonomi atau BHMN

Perluasan
askes
pendidikan

Banyaknya mahasiswa
yg berasal dari
kelompok tidak mampu
(KTM)

Bayaknya beasiswa yg
dapat diberikan pada
KTM

Buruk, karena tidak ada
subsidi lagi bagi KTM

Baik, karena terbuka
peluang subsidi bagi
KTM

Kurang baik, karena
pada umumnya
biaya pendidikan
menjadi mahal

Daya Saing
Nasional

Kemampuan bersaing
dengan Perguruan Tinggi
Luar Negeri

Sangat Rendah, karena
(1) kurang tersedia
sumber daya, (2) Staff
Pengajar kurang
kompetitif

Lebih Baik, karena
(1) didukung sumber
daya, (2) Staff
Pengajar dan
karyawan kompetitif
karena sistem
kontrak
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Metode Perbandingan

Tujuan

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Status Quo (PT Negeri)

Otonomi atau BHMN

Kesehatan
organisasi PT

Kemampuan
menghasilkan
riset

Rendah, karena tak
tersedia dana
penelitian dan
pengembangan
organisasi

Baik, karena
didukung cukup
dana yg tercantum
dalam anggaran
universitas

Kemudahan
Pelaksanaan

Kemudahan
Pelaksanaan

Mudah, karena
sudah mapan dan
pengalaman

Sulit, karena ada
berbagai hambatan
mahasiswa dan
staff dosen serta
karyawan
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Metode Memuaskan
(Satificing Method)

 Yakni pemilihan alternatif alternatif
dilakukan atas dasar kemampuan setiap
alternatif memenunhi (satisfy) semua
Kriteria atau persyaratan yg telah
ditetapkan.

 Apabila tidak ada alternatif yg memenuhi
semua kriteria, maka perlu mengurangi
jumlah kriteria yg telah ditetapkan.
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Contoh :

Untuk 7-an meningkatan PAD, ada 2
alternatif kebijakan, yakni :

Kebijakan Efisiensi BUMD
Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah

Dalam rangka mencapai 7-an
meningkatan PAD ada beberapa kriteria
yg harus dipenuhi misalnya :
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Contoh :

PAD harus meningkat 15% setahun

. Tidak memberatkan rakyat

Mendorong pertumbuhan ekonomi

Berorientasi pada usaha yg dapat

menimbulkan multiplier effect dan trickle
down effects.

Dari dua alternatif kebijakan yang dapat
memenuhi keempat kriteria diatas, yakni
Kebijakan Efisiensi BUMD.
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Lexicographic Ordering Method

Yakni semua alternatif kebijakan
diperbandingkan dan dirangking
berdasarkan suatu kriteria dari yg paling
penting (paling berbobot) atau iImportant
criterion menuju Kriteria yg kurang
penting atau bobotnya lebih rendah.

Kmd dua atau lebih alternatif yg lolos
pada kriteria pertama dibandingkan lagi
dengan menggunakan kriteria ketiga.

Dmk langkah seterusnya sampai
diperoleh alternatif yg paling baik.
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Lexicographic Ordering Method

« Dalam hal ini analis kebijakan harus menyusun
rangking atau bobot dari semua kriteria yg
digunakan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.

Contoh, Pemerintah akan menaikkan BBM,
maka urutan paling penting sampai kurang

penting yg dapat digunakan untuk menilali
adalah:

Kerawanan politik (bobot: 50%)
Pertimbangan ekonomi (bobot 30%)
Dukungan DPR (bobot 20%)
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Non-Dominated Alternatives
Method

Yakni melakukan evaluasi terhadap semua
alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yg
telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh
mana memenuhi Kriteria tersebut.

Alternatif yg rendah skornya disingkirkan
dari tahap evaluasi berikutnya.

Alternatif yg paling unggul pada semua
Kriteria atau pada beberapa kriteria
dianalisis lebih lanjut dg kriteria yg lain.
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AU

Non-Dominated Alternatives
Method

Tabel Contoh 4

Penilaian Masing-masing Alternatif

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

Alternatif 5

Kriteria 1

4

1

3

2

Kriteria 2

3

2

5

2

Jumlah

7

3

8

4

Alternatif kebijakan 3 dan 5 adalah yg paling
unggul pada kriteria 1 dan 2.
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Non-Dominated Alternatives
Method

Tabel Contoh 5

Penilaian Alternatif Kebijakan

Kriteria

Alternatif Kebijakan

Alternatif 3 Alternatif 5

Kriteria 1

3

Kriteria 2

5

Kriteria 3

4

Jumlah

12

Alternatif kebijakan kmd menggunakan kriteria
baru, shg ditemukan alternatif paling baik.
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Metode May

Peter May, menggunakan kata strategy
daripada alternatif dalam menawarkan
solusi terhadap masalah.

Ketika menghadapi masalah analis
kebijakan dapat memanipulasi masalah
ke dalam kategori terbatas, sedang, dan
luas.

Kmd masing?2 kategori tsb akan dilihat
dari berbagal variabel kebijakan yg
relevan
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Metode May

Tabel Contoh 6

Strategi Sosialisasi Napi

Variabel Kebijakan

Tingkat Manipulasi

Terbatas

Sedang

Luas

Aktifitas Napi

Lembaga industri dan aktifitas
olah raga

Lembaga industri, aktifitas olah
raga, pendidikan kejuruan

lembaga industri, aktifitas olah
raga, pendidikan kejuruan,
pendidikan akademik,
program rekreasi

Persyaratan
Partisipasi

Partisipasi yg diperintahkan 10
jam/hari

partisipasi yg diperintahkan 4
jam/hari

Partisipasi sukarela

Manfaat Partisipasi

Tidak dibayar dan saksi bagi yg
tidak berpartisipasi

dibayar nominal untuk beberapa
aktifitas

dibayar & membebaskan
sebagian dengan
pertimbangan tertentu

Jadwal Aktifitas

secara bersama-sama 10 jam/hari

bergiliran 12 jam/hari

menawarkan 16 jam/hari

Petugas

Penjaga/Satpam

profesional

para Napi sendiri

Keamanan

Aman

cukup rawan

rawan sekali
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Metode Pro dan Kontra

Metode Ini sangat sederhana karena
hanya dengan cara mengidentifikasi
semua argumen yg mendukung dan
menolak dari setiap alternatif kebijakan.

Kmd analis kebijakan memilih alternatif
kebijakan yg mendapat banyak dukungan

Berdasarkan metode ini, kebijakan yg
terpilin adalah kebijakan yg tidak selalu
terbaik secara rasional, tetapi merupakan
kebijakan popular diantara pembuat
kebijakan dan stakeholders.
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 9
Rekomendasi Kebijakan
« Pengantar

» Model-model Rekomendasi Kebijakan
« Ada 11 Model (7-11)

\ R

|t s

\

-
-
-
>
-
e
e
-
-
-
-
-
-
-
R
-
e
-
-
-
-
-
-
-
e
-

LW




Analisis Blaya dan Manfaat (Cost
and Benefit Analysis)

Analisis ini digunakan untuk
mengidentifikasikan besarnya biaya dan
manfaat dari setiap alternatif kebijakan

Sehingga analis kebijakan dapat mengambi
kebijakan yg paling rasional.

Menghitung semua biaya dari setiap
alternatif dan perkiraan dampak yg
ditimbulkan dari setiap kebijakan
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Analisis Blaya dan Manfaat (Cost
and Benefit Analysis)

Untuk i1tulah semua biaya harus dikonversi
menjadi kuantitatif dalam bentuk Rp.

Persoalan yg muncul adalah tidak semua
masalah dapat dikonversi menjadi
kuantitatif atau nilai Rp dengan mudah.
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Cost and Benefit Analysis Goals

Adalah untuk mengidentifikasi berapa
besarnya biaya dan manfaat dari setiap
kebijakan.

Sehingga pembuat kebijakan dapat
mengambil keputusan yg lebih rasional dan
menghindari pemborosan.
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Cost and Benefit Analysis Procedurs
Stokey and Zeckuser (1978:136)

|dentifikasi jenis kebijakan

Menentukan semua dampak, baik yg (+)

maupun yg (-), baik sekarang maupun yg
akan datang

Menilal semua dampak yg mungkin terjadi
dalam Rp sedapat mungkin

Menghitung manfaat bersih (total manfaat
dikurangi total biaya)

Membuat Pilihan
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Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

Apabila pembuat kebijakan harus memilih
salah satu dari 2 pilihan. Maka ia harus
mampu menetapkan :

Biaya atau Cost (C) dan Benefit (B) dari
masing2 proyek

Meneliti Opportunity Cost dari masing2
proyek yg akan dibangun, yakni besarnya
dana yg ditanamkan pada salah satu proyek
akan berarti kehilangan kesempatan untuk

meraih hasil yg dapat dicapal melalui
proyek lain
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Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

Untuk mencari total benefit yg
dimaksimalkan diusahakan agar :

MB1:MB2=MC1:MC?2

MB 1 = marginal benefit proyek 1
MB 2 = marginal benefit proyek 2
MC 1 = marginal cost proyek 1
MC 2 = marginal cost proyek 2
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Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

Net Benefit (manfaat bersih atau NB) suatu proyek
dapat dicari melalui rumus :
NB=B-C

Sedangkan perbandingan manfaat dan biaya
(benefit cost rasio) diperoleh dari rumus sebagali
berikut :

B: C atau B -—C
C

Sumber : Thompson 1980:72 dan Syamsi 1988:83)




Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam upaya memberantas kemiskinan Pemkab X,
mempunyal 3 alternatif proyek, yakni :

Proyek Intensifikasi Pekarangan
Proyek Gaduan Ternak
Proyek Bantuan Kredit bagi Gakin

Hitunglah estimasi manfaat dan biaya dari masing?2
oroyek ?

Kmd tentukan jenis Proyek yg manakah yg
SEBAIKNY A dipilih oleh pemegang otoritas
Pemkab X.
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Tabel Contoh 7

Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

Perbandingan antara Manfaat Bersih dan Manfaat Biaya Dalam Pemilihan Proyek

Benefit
(B)
(Jt
Rp)

Cost
(©)
(Jt
Rp)

Net
Ben
efit
(B-
C)
(Jt
Rp)

Single
Ran
king

Benefit
Cost
Ratio
(B:C)

Repeate
d

Ran

king

Intensifikas
i
Pekara
ngan

Gaduan
Ternak

Bantuan
Kredit

2




Berdasarkan perhitungan
diketahui bahwa baik untL
satu proyek saja atau mernr
bergantian, maka yg dipili

Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya

diatas dapat
Kk membuat

buat proyek
n adalah

proyek bantuan kredit keluarga miskin,

karena baik pada single ra

urutan yg pertama.
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pada repeated ranking menduduki
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Pohon Keputusan (Decision tree)

» Analisis pohon keputusan digunakan
dengan menghitung nilal yg diharapkan
(expected value), yang merupakan hasil
dari perkalian antara probabilitas dari
setiap alternatif dengan perkiraan hasil.

o Alternatif yg memiliki nilai yg diharapkan

paling tinggi adalah merupakan alternatif
yg terbaik.
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Contoh : Pohon Keputusan

(Decision tree)

Seorang investor memiliki 2 alternatif,
membangun pabrik kertas berskala besar dg
Investasi sebesar 500jt atau membangun pabrik
kertas berskala kecil dg investasi sebesar 100jt

Berdasarkan survey lapangan diketahui :
Probabilitas permintaan tinggi = 75 %
Probabilitas permintaan rendah = 25 %

Apabila membangun pabrik skala besar dan
permintaan tinggi akan diperoleh keuntungan
sebesar 100jt/tahun.

Sedangkan apabila permintaan rendah akan
diperoleh keuntungan sebesar 30jt/tahun




Contoh : Pohon Keputusan

(Decision tree)

5. Sementara apabila membangun pabrik skala
kecil dan pasar sedang ramai akan diperoleh
keuntungan sebesar 25jt/tahun.

Sebaliknya jika pasar sepi akan mendapatkan
keuntungan sebesar 20jt/tahun

Baik pabrik berskala besar maupun kecil
diperkirakan berumur 10 tahun.

8. Alternatif mana yg akan diambil
oleh Investor, membangun pabrik
besar or kecil ?
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Contoh : Pohon Keputusan
(Decision tree)

Hasil =100jt/th

EV = 75jt/th

Hasil =30jt/th

EV = 7,5t/th
Total EV = 82,5jt/th

Permintaan {inggi  Hasil =25t

» EV = 18,75it/th

Keterangdt¥0.2 Hasil =20jt » EV = 5jt/th

. Titik Keputusan Total EV = 23,75t/th
: Titik Probabilitas Peristiwa

. Investasi

Alternatif 1 = EV x 10th —-M = 82.5jt x 10 — 500jt = 325jt
Alternatif 2 = EV x 10th —-M = 23.75jt x 10 — 100jt = 137.5jt
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Total Profit

Total Profit (TP) dapat dihitung dengan cara
Total Revenue (TR) dikurangi Total Cost (TC).

Apabila hasilnya positif, maka investasi proyek
dapat diteruskan, sebaliknya jika hasilnya negatif,
maka Investasi proyek ditolak.

Tetapi hasil total profit tsb belum dapat dijadikan
pertimbangan akhir, karena pembuat keputusan
masih mempertimbangkan tingkat inflasi yg
terjadi

OKIl, total profit perlu dibandingkan dengan
tingkat inflasi (inflation rate). Apakah total profit
berada dibawah atau diatas tingkat inflasi?
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Total Profit

Untuk mengetahuinya, maka harus dihitung

tingkat keuntungan (profit rate) dalam presentasi
dengan rumus :

Profit rate = il oL x 100%

Total Cost

OKIl, bisa jadi sebuah investasi proyek
berdasarkan perhitungan total profit dinyatakan
feasible, tetapi setelah dihitung berdasarkan profit
rate dinyatakan tidak feasible karena berada di
bawah tingkat inflasi.



Total Profit

Tabel Contoh 8

Pilihan Investasi Proyek
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Investasi

Total Cost

Total
Revenue

Total Profit
(3)-(2)

Profit Rate

Keputusan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10,000,000

8,000,000

-2,000,000

tdk perlu
dihitung

Ditolak

8,000,000

8,500,000

500,000

6.25%

Ditolak

8,500,000

10,000,000

1,500,000

17.65%

Diterima

5,000,000

6,000,000

1,000,000

20.00%

Diterima
(alternatif
paling baik).




lanjutan

6.500.000 | 6.500.000 | Rp.0 Ditolak/di
terima
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Total Profit : Perhitungan

* Proyek A : tidak perlu dihitung profit ratenya
karena total revenue lebih kecil daripada total
cost, yg berarti rugi.

» Proyek B : tidak feasible diteruskan karena profit

ratenya berada di bawah tingkat inflasi.

PR =" x100% = 220990 1609 = 6.25%
TC 8.000.000

* Proyek C : feasible diteruskan karena PR > IR
(inflation rate)

_ 1P x100%

I A I L o

_1.500.000

PR _
10.000.000

x100% =17,65%
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Total Profit : Perhitungan

* Proyek D : TR = TC, berarti Breack Even Point
(BEP)

» Proyek E : feasible untuk diteruskan karena PR >
IR.

PR = 1P x100% = 1.000.000 x100% = 20%

TC 6.000.000
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Ranking by Inspection

Menurut teori ranking by inspection, pilihan
Investasi didasarkan pada biaya investasi dan
aliran net benefit.

Asumsi yg digunakan dalam teori ini adalah :

Apabila ada 2 proyek, Proyek A dan Proyek B,
yg memiliki biaya investasi yg sama dan juga
memiliki net benefit yg sama dalam periode yg
sama, namun Proyek B masih menghasilkan net
benefit pada tahun berikutnya, maka yg dipilih
adalah Proyek B
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Ranking by Inspection

2. Apabila ada 2 proyek, Proyek C dan Proyek D,
yg memiliki biaya investasi yg sama, dan total
benefit yg sama pula, namun Proyek C, dalam
waktu yg lebih awal dapat menghasilkan net
benefit yg lebh besar, maka yg dipilih adalah
Proyek C
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Tabel Contoh 9

Pilihan Proyek Menurut Biaya Investasi dan Keuntungan Bersih

Tahun
Ke-

Invest Cost

Oprtn/Prdctn &
Maint Cost

Total

Gross

4

6

10,000
10,000

35,000
35,000

20,000

70,000

10,000
10,000
10,000

35,000
35,000
25,000

30,000

95,000

10,000
10,000
10,000

30,000
35,000
35,000

30,000

100,000

10,000
10,000
10,000

30,000
25,000
45,000

30,000

100,000
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Ranking by Inspection

Berdasarkan metode ranking by inspection
apabila kita analisis antara proyek A dan B,
ternyata proyek B masih dapat menghasilkan
net benefit sebesar 15.000, sedangkan proyek A
pada tahun ke-3 sudah tidak menghasilkan net
benefit.

OKI, apabila harus memilih antara proyek A
dan proyek B, maka pilihan seharusnya jatuh
pada proyek B
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Ranking by Inspection

Pada proyek C dan D, ternyata proyek C dalam
waktu yg lebih awal (tahun ke-2) dapat
menghasilkan net benefit yang lebih besar,
yakni 25.000 dibandingkan dengan proyek D,
sebesar 15.000.

OKI, apabila harus memilih antara proyek C
dan proyek D, maka pilihan seharusnya jatuh
pada proyek C
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Payback Period

Payback period merupakan penilaian
suatu proyek yg didasarkan pada return
of investment (pengembalian investasi)
oleh net benefit.

Apabila kita lihat Tabel Contoh 9,
ternyata pada proyek A dan B, payback
periodnya adalah 2 tahun, karena pada
tahun ke-2, besarnya net benefit dapat
menyamal besarnya investasi.
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Payback Period

Proyek C: pada tahun ke-2 total net benefit
mencapai 45.000. OKI, masih kurang 5.000
untuk dapat menyamai biaya investasi sebesar
50.000. Sedangkan pada tahun ke-3 net
benefit mencapal sebesar 25.000. untuk itu,
untuk memperoleh 5.000 diperlukan waktu =

5.000
0,2 tahun o5 =02 tehun

Dg demikian untuk dapat menyamai nilali
Investasinya, maka diperlukan waktu 2,2
tahun
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Payback Period

Proyek D: pada tahun ke-2 jumlah net benefit
mencapai 35.000. OKI, masih kurang 15.000
untuk dapat menyamai biaya investasi sebesar
50.000. Sedangkan pada tahun ke-3 net
benefit mencapal sebesar 35.000. untuk itu,
untuk memperoleh 15.000 diperlukan waktu =

15.000
0,4 tahun 25000 0,4 tahun

Dg demikian untuk dapat menyamai nilali
Investasinya, maka diperlukan waktu 2,4
tahun



Payback Period

Tabel Contoh 10

Ranking Proyek
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Payback Period Ranking
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Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 10 Implementasi Kebijakan

e Pengantar

 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Kebijakan
 Teori-teori Implementasi

* Instrumen kebijakan
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Pengantar

« Kebijakan yang sudah direkomendasi-kan
untuk dipilih oleh policy makers bukanlah
Jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti
berhasil dalam implementasinya.

 Ada banyak variabel yg mempengarunhi
keberhasilan implementasi kebijakan baik
yg bersifat individual maupun kelompok
atau Institusi.
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Pengantar

* Implementasi suatu program
melibatkan upaya-upaya policy
makers untuk mempengaruhi perilaku
birokrat pelaksana agar bersedia
memberikan pelayanan dan mengatur
perilaku kelompok sasaran

» Dalam berbagai sistem politik,
kebijakan publik diimplementasikan
oleh badan-badan pemerintah.
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Administrasi Negara Klasik

Politik dan administrasi DIPISAHKAN.

—rank Goodnow: nilal keadilan, dan
nenentuan apa yg harus dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah

Adm : berhubungan dg implementasi apa
yg akan dilakukan oleh negara.

Administrasi berhubungan dg pertanyaan
fakta, bukan yg seharusnya
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Konsekuensinya

Konsekuensinya, administrasi
memfokuskan perhatian pada mencari
cara yg efisien, one best way untuk
mengimplementasikan kebijakan publik
(Anderson, 1979:93; Henry 1988:34)

Namun prakteknya badan2 pemerintah

menghadapi “mandat” UU yg masih
MAKRO dan MENDUA.

Sehingga ada DISKRESI
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Pendapat Lipsky :

Implementasi melibatkan usaha dari
policy makers untuk mempengaruhi apa
yg oleh Lipsky disebut “street level
bureaucrats”’ untuk memberikan
pelayanan atau mengatur perilaku
kelompok sasaran (target group)



Faktor2 Yg Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan

« Kompleksitas implementasi bukan saja
ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit
organisasi yg terlibat, tetapi juga
dikarenakan proses implementasi
dipengaruhi oleh berbagal variabel yang
kompleks, baik variabel yang individual
maupun variabel organisasional, dan
masing-masing variabel pengaruh tersebut
juga saling berinteraksi satu sama lain.
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Teori-teori Implementasi Kebijakan

Teori George C. Edwards |
Teori Merilee S. Grindle

Teorl Daniel Mazmanian dan Paul A.
Sabatier

Teorl Donald S. van Meter & Carl E. van
Horn

Teorl G. Shabbir Cheema dan Dennis A.
Rondinelli

Teori David L. Weimer & Aidan R. Vinning
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Teori George C. Edwards 11 (1980)

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
4 variabel :

Komunikasi;
Sumber daya;
Disposisi, dan;
Struktur Birokrasi.

Keempatnya saling berhubungan satu
sama lain
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Teori George C. Edwards 11 (1980)

Komunikasi
1 \
Sumberdaya
1 T Implementasi

Disposisi /
W/

Struktur
Birokrasi
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Sumber: Edward Ill, 1980:148 dalam Subarsono 2006:91
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Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan
mensyaratakan agar implementor
mengetahul :

Apa yg harus dilakukan?

Apa yg menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan ?

Ini harus ditransformasikan ke kelompok
sasaran (target group
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Komunikasi

Jika sasaran dan tujuan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui oleh target group,
maka akan terjadi “resistensi” dari
kelompok sasaran.

Contohnya Program KB

Berhasil, karena BKKBN secara intensif
melakukan sosialisasi tentang tujuan dan
manfaat program KB terhadap pasangan
usia subur (PUS) melalui berbagail media.
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Sumber daya

 Walaupun “is1”” kebijakan sudah
dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor
kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan
berjalan efektif.

e Sumber daya : SDM (kompetensi
Implementor) SDF (Finansial)

Kebijakan tidak akan efektif tanpa SD
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Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik
yg dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Jika implementor memiliki disposisi yg
baik, maka kebijakan akan bisa
dilaksanakan dengan baik,

Namun apabila implementor memiliki
perspektif yg berbeda dengan pembuat
kebijakan maka kebijakan tidak akan
efektif
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Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yg bertugas melaksanakan
kebijakan mempunyai perngaruh yg signifikan

Salah satu aspek dari struktur adalah Prosedur
Operasi yg Standar (standard operating
procedures atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor
untuk bertindak.

Struktur birokrasi yg panjang akan
melemahkan pengawasan dan menimbulkan
stereotip negatif tentang birokrasi.
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Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh 2 variabel besar yaitu :

Isi Kebijakan (content of policy):

Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau
target group termuat dalam isi kebijakan

Jenis manfaat yg diterima oleh target group

Sejauhmana perubahan yg diinginkan dari sebuah
kebijakan

Apakah letak program sudah tepat.

Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
Implementornya dengan rinci

Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya
yg memadai.
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Teorl Merilee S. Grindle (1980)

2. Lingkungan Implementasi (contex of
Implementation):
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan

strategi yg dimiliki oleh para aktor yg
terlibat dalam implementasi kebijakan

. Karakteristik institusi dan rejim yg sedang
berkuasa

3. Tingkat kepatuhan dan responsifitas
kelompok sasaran
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Teorl Daniel Mazmanian dan Paul
A. Sabatier (1983)

« Menurut mereka ada (3) tiga kelompok
variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi :

Karakteristik dari masalah (trackbility of
the problem)

Karakteristik kebijakan/UU (ability of
statute to structure implementation)

. Variabel lingkungan (nonstatutory
variabels affecting implementation)
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Karakteristik dari masalah

—

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang

bersangkutan (masalah kesulitan air bersih Vs
masalah kemiskinan)

Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
(homogen lebih mudah daripada heterogen)

Proporsi kelompok sasaran thd total populasi
(lebih mudah dg kelompok kecil daripada
seluruh populasi)

Cakupan perilaku yg diharapkan (pengetahuan
lebih mudah daripada merubah perilaku)
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Karakteristik kebijakan/UU

Kejelasan isi kebijakan (semakin jelas
akan semakin mudah diimplementasikan)

Seberapa jauh kebijakan tsb memiliki
dukungan teoritis

Besarnya alokasi SDF thd kebijakan

Seberapa besar adanya keterpautan dan
dukungan antar berbagal Institusi
pelaksana. Koordinasi jadi penyebab
seringnya gagal sebuah kebijakan.
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Karakteristik kebijakan/UU

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yg ada
pada badan pelaksana

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan
kebijakan (misalnya malah dikorupsi)

/. Seberapa luas akses kelompok-kelompok
luar untuk berpartisipasi dalam
Implementasi kebijakan. Akan didukung
jika melibatkan “mereka”, jika tidak
masyarakat akan merasa “teralienas1”.
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Variabel lingkungan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
tingkat kemajuan teknologi. (Openminded
or tradisional, ga-tek or kra-tek)

Dukungan publik terhadap sebuah
kebijakan (kebijakan insentif akan
didukung yg dis-insentif akan ditolak)

Sikap dari kelompok pemilih (intervensi
thd keputusan yg dibuat, kritik, dll)

Tingkat komitmen dan ketrampilan dari
aparat dan implementor (paling krusial).






Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

L I e

-
-
-
>
-
e

- A
— -
-

_—
-
-
-

-
R
-
e

— -

-
-
-
-
-

-

e

-




YT EREEEEEREEEEEEEEEEEEREEERERER

RN AR RAR A




o
B
@
Al ven,
a2
- D
b
- =

..a..........o............

v o o v o vt o Y O o S e




Acara Perkuliahan

Pertemuan 11

Implementasi Kebijakan

« Pengantar

 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Kebijakan
 Teori-teori Implementasi

* Instrumen kebijakan
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Teori Donald S. van Meter dan Carl
E. van Horn (1975)

Menurut mereka ada 6 variabel yg

mempengaruhi Kinerja implementsi,
yakni :

Standar dan sasaran kebijakan;
Sumberdaya;

Komunikasi antarorganisasi dan
penguatan aktivitas;

Karakteristik agen pelaksana; dan
Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Disposisi Implementor
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Teori Donald S. van Meter dan Carl
E. van Horn (1975)

\

AU

\

Komunikasi antar
organisasi dan kegiatan
pelaksanaan

Y 1 Kinerja
Ukuran dan T l

v Imple-
asaran kebijakan _
J Karakteristik Disposisi mentasi

badan pelaksana pelaksana SR

I A kan
Sumberdaya

Lingkungan
sosekpol
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Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas
dan terukur sehingga dapat terrealisir.

Apabila standar dan sasaran KABUR,
maka akan terjadi multiinterpretasi dan
mudah menimbulkan konflik diantara
para agen implementasi
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Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu didukung
SD baik SDM (human resources)
maupun SD non-manusia (non-human
resources)

Dalam berbagai kasus program
pemerintah, seperti JPS untuk kelompok
miskin di pedesaan kurang berhasil
karena keterbatasan kualitas aparat
pelaksana kebijakan.



Komunikasi antarorganisasi dan

penguatan aktivitas
Dalam banyak program, implementasi

sebuah program perlu dukungan dan
koordinasi dengan instansi lain.

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan
Kerjasama antar instansi bagi
Keberhasilan suatu program.
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Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen
nelaksana adalah mencakup struktur
nirokrasi, norma-norma dan pola-pola
nubungan yang terjadi di dalam birokrasi,
yang semuanya itu akan mempengaruhi
Implementasi suatu program
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Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya
ekonomi lingkungan yg dapat
mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan

Sejauhmana kelompok?2 kepentingan

memberi dukungan bagi implementasi
kebijakan

Karakteristik para partisan, mendukung
atau menolak

Bgm Opini publik lingkungan kebijakan?
Apakah elit mendukung kebijakan
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Disposisi Implementor

Ini mencakup :

Respon implementor thd kebijakan, yg
akan mempengaruhi kemauannya untuk
melaksanakan kebijakan

Kognisi, yakni pemahamannya terhadap
kebijakan

Intensitas disposisi implementor, yakni
preferensi nilai yang dimiliki oleh
Implementor.
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Teorl G. Shabbir Cheema dan
Dennis A. Rondinelli (1983)

Ini digunakan untuk analisis implementasi

program-program pemerintah yang bersifat
desentralisasi.

Ada 4 kelompok variabel yg dapat

mempengaruhi Kinerja dan dampak suatu
program:

Kondisi lingkungan
Hubungan antar organisasi

Sumberdaya organisasi untuk implementasi
program

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
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Teori David L. Weimer & Aidan

1.
2.
3.

R. Vinning (1999)

Ada 3 kelompok variabel yg dapat

mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan :

Logika kebijakan
Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan
Kemampuan implementor kebijakan
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Logika kebijakan

Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan itu
masuk akal (reasonable) dan mendapat
dukungan teoritis.

Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu
kebijakan seperti halnya hubungan logis da
suatu hipotesis.



Lingkungan tempat kebijakan
dioperasikan

Mencakup lingkungan :
Sosial

Ekonomi

Politik

Hankam
Fisik/geografis

Sebuah kebijakan Bisa sukses di tempat X
tapi belum tentu sukses di tempat Y
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Kemampuan implementor kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat
dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan
ketrampilan dari para implementor
kebijakan.

Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetens
(KBK), kurang berhasil karena kompetensi
guru yg masih kurang dan Sarana yg
kurang mendukung
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10 Jenis Instrumen Kebijakan
(Howlett dan Ramesh, 1995)

« Yqgterbagi ke dalam 3 kelompok :

A. Instrumen Sukarela (Voluntary instruments)
1. Rumah tangga dan komunitas
2.  Organisasi sukarela
3. Pasar

B. Instrumen Wajib (Compulsary Instruments)
4. Regulasi
5.  Perusahaan publik
6. Kebijakan langsung

C. Instrumen Gabungan

7. Informasi
8.  Subsidi
Q.
1
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Pengaturan hak milik
0. Pajak
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10 Jenis Instrumen Kebijakan
(Howlett dan Ramesh, 1995)
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Pengaturan Milik
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—Informasi dan nasehat

—Subsidi
— Kebijakan Langsung

—Organisasi sukarela

— Pasar
— Pajak dan Ongkos

— Regulasi
— Perusahaan PUDblik

Rendah Tingkat Keterlibatan Pemerintah Tin(rggi
T O A O R A A B O

Instrumen
Sukarela

Instrumen Instrumen
Gabungan Wajib
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Instrumen Sukarela

Karakteristik dari instrumen sukarela adala
hampir tidak ada intervensi dari pemerintah

Karena pemerintah yakin dg “Diam saja”,
masalah publik sudah bisa diatasi
masyarakat sendiri (rumah tangga,
komunitas, ormas, dan pasar swasta)

Instrumen Ini sangat penting untuk
kebijakan ekonomi dan sosial



Instrumen Sukarela

Alasan penggunaan instrumen ini :
Efisiensi biaya

Sesual dengan norma-norma suatu
komunitas

Mendapat dukungan dari komunitas

S

o

L I e

-
-
-
>
-
e

- A
— -
-

_—
-
-
-

-
R
-
e

— -

-
-
-
-
-

-

e

-




Rumah tangga dan komunitas

Dalam masyarakat, teman dan tetangga
sering memberikan sejumlah pelayanan jas:
dan barang,

Dan ini dipandang sebagai perluasan dari
pelayanan yg seharusnya diberikan oleh
negara.

« Contoh: siskamling
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Organisasi sukarela

Organisasi sukarela adalah alat efisien untu
memberikan pelayanan ekonomi, sosial,
kesehatan dan pendidikan pada masyarakat

Mereka terkadang lebih cepat dan responsif
dalam membantu korban bencana alam.

Contoh : Pwunten.



Pasar

Ini mrp alat yg efektif dan efisien untuk
menyediakan barang-barang privat yang
dibutuhkan masyarakat.

Pasar juga akan kompetitif
Masy akan memilih bebas barang
Plus harga murah.
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Instrumen wajib

Ini sering juga disebut instrumen instruksi
atau tindakan langsung ke sasaran baik
Individu maupun perusahaan.

Pemerintan memiliki otoritas untuk
memberikan instruksi kepada warga untuk
melakukan sesuatu, dan mengawasi
perusahan untuk mentaati hukum atau

menghasilkan barang dan jasa yg diperluka
oleh masyarakat.
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Reqgulasi

Regulasi guna membatasi perilaku individu
masyarakat dan perusahaan baik swasta
maupun publik.

Y g tidak taat akan dikenai sanksi

Contohnya : Regulasi transportasi : batas
atas — batas bawah tarif lebaran
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Perusahaan Publik

BUMN/BUMD
Saham : 51% - 100% dimiliki Pemerintah
Manajemennya dibawah kontrol pemerinta

Perusahaan publik sebagai istrumen
kebijakan menawarkan keuntungan disatu
pihak seperti menyediakan barang dan jasa
yg tidak dihasilkan pihak swasta, plus dapa
mengontrol manajemennya.



Kebijakan Langsung

Pemerintah terkadang memberikan
pelayanan jasa dan barang secara langsung
yg dibiayal dan dikelola oleh pemerintah
pusat.

Contoh : IDT
Banpres

JPS

dll
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Instrumen Gabungan

Mencakup :

Informasi

Subsidi

Pengaturan hak milik
Pajak
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Informasi

Dg informasi akan merubah perilaku
Informasi bersifat Umum

Guna menambah referensi pemikiran dala
mengambil sebuah keputusan

Contoh : ketika akan berinvestasi
membutuhkan data Serang Dalam Angka
dari BPS Kabupaten.
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Subsidi

Yang dimaksud subsidi adalah semua
bantuan finansial pemerintah kepada
Individu, perusahaan dan organisasi.

Maksud subsidi adalah untuk memberikan
bantuan biaya terhadap berbagal aktifitas
masyarakat.
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Pengaturan Hak Milik

Pengaturan hak milik ini dimaksudkan
untuk mengontrol segala bentuk aktifitas yg
dapat merugikan masyarakat.

Seperti polusi air dan limbah, Jumlah
kendaraan di kota

Melalui kontrol tsb diharapkan kepentinga
publik dapat dilindungi.
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Pajak

Pajak merupakan pembayaran wajib dari
Individu dan perusahaan kepada pemerinta
yg berfungsi sebagai pendapatan pemerinta
guna membiayai pengeluaran pemerintah.

Namun pajak juga dapat merubah atau
mengatur perilaku masyarakat.

Pajak tinggi untuk Miras
Pajak tinggi untuk Kendaraan
Pajak tinggi PE CPO



Terimakasih

Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 12

Monitoring Kebijakan

« Pengantar

« Tujuan Monitoring

 Data dan Informasi untuk Monitoring
* Jenis-jenis Monitoring

» Pendekatan dalam Monitoring
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Pengantar

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya
adalah kegiatan untuk melakukan
evaluasi terhadap implementasi
kebijakan.

Monitoring dilakukan ketika sebuah
kebijakan sedang diimplementasikan.

Sedangkan evaluasi dilakukan untuk
melihat tingkat kinerja suatu kebijakan,
sejaunmana kebijakan tsb mencapai
sasaran dan tujuannya.
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Pengantar

Monitoring diperlukan agar kesalahan-
kesalahan awal dapat segera diketahui
dan dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Sehingga mengurangi resiko yg lebih
besar

Evaluasi berguna untuk memberikan
Input bagi kebijakan yang akan datang
supaya lebih baik.
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Tujuan Monitoring

1. Menjaga agar kebijakan yg sedang

2.

diimplementasikan sesuail dengan tujuan
dan sasaran

Menemukan kesalahan sedini mungkin

sehingga mengurangi resiko yg lebih
besar

Melakukan tindakan modifikasi terhadap
kebijakan apabila hasil monitoring
mengharuskan untuk itu.



Data dan Informasi untuk Monitoring

Monitoring membutuhkan data dan
Informasi sebagai bahan untuk
melakukan penilaian terhadap proses
Implementasi kebijakan.

Metode untuk mendapatkan data &
Informasi :
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Data dan Informasi untuk Monitoring

1. Metode dokumentasi

Metode Survei tentang implementasi
kebijakan

Metode observasi lapangan

Metode wawancara dengan para
stakeholders

Metode campuran dari berbagal metode
di atas

Focus Group Decision (FGD).
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Metode dokumentasi

Metode dokumentasi, yakni dari berbagal
laporan kegiatan, seperti laporan
tahunan/semesteran/bulanan

Penelitian
Literatur
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Metode Survei tentang
Implementasi kebijakan

Metode Survei tentang implementasi
kebijakan. Dalam hal ini seperangkat
Instrumen pertanyaan dipersiapkan
sebelum melakukan survel. Tujuan survel
adalah untuk menjaring data dari para
stakeholders, terutama kelompok sasaran
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Metode observasi lapangan

Metode observasi lapangan. Observasi
dimaksudkan untuk mengamati data
empiris di lapangan dan bertujuan untuk
lebih meyakinkan dalam membuat
penilaian tentang proses dari kebijakan.
Metode ini dapat digunakan untuk
melengkapi metode survel.




Metode wawancara dengan para
stakeholders

Metode wawancara dengan para
stakeholders, untuk itu, pedoman
wawancara yg menanyakan berbagai aspek
yg berhubungan dengan implementasi
kebijakan perlu dipersiapkan.
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Metode campuran dari berbagal
metode di atas

Metode campuran dari berbagal metode di
atas, misalnya antara metode dokumentasi
dan survel, atau metode survei dan
observasi, atau dengan menggunakan ketigz
atau bahkan keempat metode diatas
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Focus Group Decision (FGD).

Focus Group Decision (FGD). Akhir-
akhir ini berkembang metode FGD yakni
dengan melakukan pertemuan dan
diskusi dengan para stakeholders yang
bervariasi. Dengan cara demikian, maka
berbagai informasi yg lebih valid akan
dapat diperoleh melalui cross check data
dan informasi dari berbagai sumber
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1.
2.
3.
4.

Jenis-jenis Monitoring
(Dunn, 1994:335-336)

Kepatuhan (compliance)
Pemeriksaan (auditing)
Akuntasi (accounting)
Ekplanasi (explanation)
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Jenis-jenis Monitoring
(Dunn, 1994:335-336)

1. Kepatuhan (compliance) adalah jenis

2.

monitoring untuk menentukan tingkat
kepatuhan implementor terhadap standar
dan prosedur yg telah ditetapkan.

Pemeriksaan (auditing) adalah jenis
monitoring untuk melihat sejauhmana

sumberdaya dan pelayanan sampai pada
kelompok sasaran
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Jenis-jenis Monitoring
(Dunn, 1994:335-336)

3. Akuntasi (accounting) adalah jenis

4.

monitoring untuk mengkalkulasikan
perubahan sosial dan ekonomi yang

terjadi setelah diimplementasikan suatu
kebijakan

Ekplanasi (explanation) adalah jenis
monitoring untuk menjelaskan adanya
perbedaan antara hasil dan tujuan
kebijakan



Pendekatan thd Monitoring

Ada 4 jenis pendekatan :
. Akuntasi sistem sosial
Eksperimentasi sosial
Akuntasi sosial
Sintesis riset dan praktik
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2.
3.
4.
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Pendekatan Monitoring

Pendekatan

Jenis
pengendalian

Jenis informasi
yg dibutuhkan

Akuntansi sistem
sosial

Kuantitatif

Informasi lama
dan/atau baru

Eksperimentasi
sosial

Manipulasi
langsung

Informasi baru

Pemeriksaaan
sosial

Kuantitatif dan/
atau kaulitatif

Informasi baru

Sitesis riset dan
praktik

Kuantitatif dan/
atau kaulitatif

Informasi lama
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Akuntasl sistem sosial

Social system accounting adalah
pendekatan monitoring untuk mengetahui
perubahan kondisi sosial yg obyektif dan
subyektif dari waktu ke waktu.

Unsur utama dalam pendekatan ini
adalah perlunya ditetapkan indikator
sosial, yg memungkinkan analis
kebijakan mengetahui kondisi sosial
dalam kurun waktu yg berbeda.
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Contoh m

Di bidang pendapatan, maka indikator
sosialnya adalah berapa persen penduduk
yg berada di bawah poverty line.

Di bidang pendidikan, maka indikator
sosialnya adalah berapa besar angka buta
huruf (illiteracy) di suatu negara.
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Eksperimentasi sosial

Adalah pendekatan monitoring untuk

mengetahui

nerubahan sosial yg terjadi

dalam sebuah kelompok eksperimen

dengan cara

membandingkan dengan

kelompok kontrol.

Kelompok eksperimen adalah kelompok
yg mendapatkan program/dikenal
kebijakan (target group).

Kelompok kontrol adalah kelompok yg
tidak mendapatkan program.
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Akuntasi sosial

Adalah pendekatan monitoring yg
berusaha untuk mengetahui hubungan
antara masukan, proses, keluaran/hasil,
dan dampak.

Dalam pendekatan ini yg diukur bukan
sekedar hasil atau output dari kebijakan,
tetapl juga menjawab pertanyaan

Apakah hasil tsb diperoleh dengan
masukan (input) yg tidak boros.

Seberapa efektif sebuah sistem berproses
untuk dapat menghasilkan output.
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Sintesis riset dan praktik

Research and practice synthesis adalah
nendekatan monitoring yang menerapkan
Kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara
sistematis terhadap hasil-hasil dari
Implementasi kebijakan publik di masa lampau.

Sumber informasi bagi metode ini :

Studi kasus tentang formulasi dan implementasi
kebijakan

Laporan-laporan penelitian yg membahas
hubungan antara tindakan dan hasil kebijakan
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Grazie
Terimakasih
Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Acara Perkuliahan

Pertemuan 13

Evaluasi Kebijakan

e Pengantar

Tujuan Evaluasi

Alasan Evaluasi Kebijakan
Pendekatan Terhadap Evaluasi
Indikator Evaluasi

Data dan Informasi Untuk Evaluasi
Metode Evaluasi

Kendala Evaluasi
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Pengantar

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai
tingkat Kinerja suatu kebijakan.

Evaluasi baru dapat dilakukan kalau
suatu kebijakan sudah berjalan cukup
waktu

Tidak ada batasan pasti

Untuk mengetahul outcome suatu
kebijakan misalnya 5 th setelah
dilaksanakan baru dievaluasi
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Pengantar

Semakin strategis suatu kebijakan, maka

diperlukan tenggang waktu yg lebih panjang
untuk melakukan evaluasi.

Sebaliknya, Semakin teknis sifat dari kebijakan
atau program, maka evaluasi dapat dilakukan
dalam kurun waktu yg relatif lebih cepat sejak
kebijakan tsb diterapkan

UU 32/2004: evaluasi mungkin pada tahun ke-
4 or 5, karena tahun ke-1: sosialisasi, tahun ke-
2. peraturan pendukung, tahun ke-3 mulai
diimplementasikan
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Tujuan Evaluasi

1. Menentukan tingkat kinerja suatu

2.

kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat
diketahui derajad pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan

Mengukur tingkat efisiensi suatu
kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat
diketahui berapa biaya dan manfaat dari
suatu kebijakan.
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Tujuan Evaluasi

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome)
suatu kebijakan. Salah satu tujuan
evaluasi adalah mengukur berapa besar
dan kualitas pengeluaran atau output dari
suatu kebijakan.

Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada
tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan
untuk melihat dampak dari suatu
kebijakan, baik dampak positif maupun
negatif
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D.

Tujuan Evaluasi

Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui
adanya penyimpangan-penyimpangan yg
mungKin terjadi, dengan cara membandingkan

antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian
target.

Sebagai bahan masukan (input) untuk
kebijakan yg akan datang. Tujuan akhir dari
evaluasi adalah untuk memberikan masukan
bagi proses kebijakan ke depan agar
menghasilan kebijakan yg lebih baik.
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Kebijakan sbg Suatu Proses

Output

Proses

* Kebijakan

ﬁ

Outcome

Dampak

Umpan Balik




e
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
e
-
S
-
-~
-
-
-
e
-
e
-
End
-

Input

Input adalah bahan baku (raw-
materials) yg digunakan sebagal
masukan dalam sebuah sistem
kebijakan.

Input tersebut dapat berupa sumber
daya manusia, sumber daya
finansial, tuntutan-tuntutan dan
dukungan masyarakat
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Sistem Politik

Sistem politik melakukan konversi dari
Input menjadi output.

Selama proses tadi terjadi bargaining
dan negosiasi antar para aktor yg terlibat
dalam pembuatan kebijakan, karena ada
perbedaan kepentingan.

Pandangan teori kelompok: sebuah
kebijakan akan lebih banyak berisi
preferensi kelompok yg kuat dan
menjauh dari keinginan kelompok yg
lemah (Thomas R. Dye, 1981).
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Output

Adalah keluaran dari sebuah sistem
kebijakan, yang dapat berupa peraturan,
kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.

Contoh : output dari sebuah proyek
Irigasi adalah tersedianya saluran irigasi
sepanjang 1000 km.
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Outcome

Adalah hasil suatu kebijakan dalam
Jangka waktu tertentu sebagai akibat
dilmplementasikannya suatu kebijakan.

Contoh : Proyek irigasi, maka
outcomesnya adalah tersedianya supplai
air berjumlah 100.000 kubik, peningkatan
jumlah luas sawah yg mendapatkan
manfaat irigasi, 10.000 ha.
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Impact

Dampak adalah akibat lebih jauh pada
masyarakat sebagai konsekuensi adanya
kebijakan yang diimplementasikan.

Contohnya : Proyek irigasi, maka
dampaknya adalah meningkatkan frekuensi
tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi
dan meningkatnya pendapatan petani
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Alasan Evaluasi Kebijakan

Kenapa perlu evaluasi ?

Untuk menjaga keberlanjutan suatu
program, maka perlu evaluasi.

Dengan evaluasi, kebijakan akan datang
menjadi lebih baik.

Berikutnya akan diberikan beberapa
argumen perlunya evaluasi.
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Alasan Evaluasi Kebijakan

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas
suatu kebijakan, yakni seberapa jauh
suatu kebijakan mencapal tujuan

Mengetahui apakah suatu kebijakan
berhasil atau gagal. Dengan melihat
tingkat efektifitasnya, maka dapat
disimpulkan apakah suatu kebijakan
berhasil atau gagal
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3.

Alasan Evaluasi Kebijakan

Memenuhi aspek akuntabilitas publik.
Dengan melakukan penilaian Kinerja
suatu kebijakan, maka dapat dipahami
sebagal bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik sebagal
pemilik dana dan mengambil manfaat
dari kebijakan dan program pemerintah
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4.

Alasan Evaluasi Kebijakan

Menunjukkan pada stakeholders manfaat
suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan
evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para
stakeholders, terutama kelompok sasaran
tidak mengetahui secara pasti manfaat
dari sebuah kebijakan atau program.
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D.

Alasan Evaluasi Kebijakan

Agar tidak mengulangi kesalah yg sama.
Pada akhirnya evaluasi kebijakan
permanfaat untuk memberikan masukan
nagi proses pengambilan kebijakan yang
akan datang agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama. Dari hasil evaluasi
diharapkan dapat ditetapkan kebijakan
yang lebih baik.




Pendekatan thd Evaluasi (Dunn, 1994)

S U AT Y AN 0 N A

Ada 3 jenis pendekatan :

1. Evaluasi Semu

2. Evaluasi Formal

3. Evaluasi Keputusan Teoritis
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Evaluasi Semu

Yang dimaksud dengan pseudo evaluation
adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan
metode deskriptif untuk menghasilkan
Informasi yang terpercaya dan valid mengenai
hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan
manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tsb pada
Individu, kelompok atau masyarakat.

Asumsi yg digunakan adalah bahwa ukuran
tentang manfaat dan nilai merupakan sesuatu
yg terbukti dengan sendirinya (self evident)
atau tidak kontroversial
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Evaluasi Formal

Yang dimaksud dengan formal
evaluation adalah pendekatan evaluasi
yang menggunakan metode deskriptif
untuk menghasilkan informasi yg
terpercaya dan valid mengenal hasil-hasil
kebijakan berdasarkan sasaran program
kebijakan yang telah ditetapkan secara
formal oleh pembuat kebijakan.
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Evaluasi Formal

Asumsi yg digunakan adalah bahwa
sasaran dan target yang ditetapkan secara
formal adalah merupakan ukuran yang
tepat untuk melihat manfaat atau nilai
dari program dan kebijakan
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Evaluasi Keputusan Teoritis

Yang dimaksud dengan decision theoritic
evaluation adalah pendekatan evaluasi
yang menggunakan metode deskriptif
untuk menghasilkan informasi yang dapat
dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil
kebijakan yang secara eksplisit
diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Evaluasi keputusan teoritik berusaha
untuk menentukan sasaran dan tujuan yg

tersembunyi dan dinyatakan oleh para
stakeholders.
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Terimakasih
Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Pertemuan 14

Evaluasi Kebijakan

e Pengantar

Tujuan Evaluasi

Alasan Evaluasi Kebijakan
Pendekatan Terhadap Evaluasi
Indikator Evaluasi

Data dan Informasi Untuk Evaluasi
Metode Evaluasi

Kendala Evaluasi
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Indikator Evaluasi

Untuk menilal keberhasilan suatu

kebijakan perlu dikembangkan beberapa
Indikator

Karena penggunaan indikator yg tunggal
akan membahayakan.

Dalam arti akan bias dari yg
sesungguhnya

Indikator atau kriteria evaluasi yg
dikembangkan oleh Dunn (1994:405)
mencakup 5 faktor yakni :




Indikator Evaluasi Kebijakan

No

Kriteria

Penjelasan

1

Efektifitas

Apakah hasil yg diinginkan telah
tercapai?

Kecukupan

Seberapa jauh hasil yg telah tercapai
dapat memecahkan masalah?

Pemerataan

Apakah biaya dan manfaat
didistribusikan merata kepada
kelompok masyarakat yang berbeda

Responsifitas

Apakah hasil kebijakan memuat
preferensi/nilai kelompok dan dapat
memuaskan mereka?

Ketepatan

Apakah hasil yg dicapai bermanfaat?
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Langbein (1980), Indikator

Program-program Publik

1. Pertumbuhan Ekonomi

1. Peningkatan produktifitas sumberdaya
2. Peningkatan efisiensi ekonomi

1.

2.
3.
4.

Penyediaan barang2 non privat

Penyediaan informasi

Pengurangan resiko

Memperluas akses masuk pasar (market entry)




Langbein (1980), Indikator
Program-program Publik

2. Keadilan Distribusi

1. Kecukupan
2. Keadilan horisontal
3. Keadilan vertikal

3. Preferensi warganegara

1. Kepuasan warganegara

2. Seberapa jauh preferensi masyarakat termuat
dalam kebijakan publik
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Data dan Informasi

Evaluasi membutuhkan data dan
Informasi, mustahil tanpa data.

Metode mendapatkannya :

Dokumentasi dari laporan kegiatan, baik
laporan tahunan, semesteran atau bulanan

Survel thd program yg telah
diimplementasikan dengan
mempersiapkan instrumen survel, seperti
daftar pertanyaan.



\

Data dan Informasi

3. Observasi, yakni melalui pengamatan
langsung di lapangan evaluator dapat
membuat penilaian tentang keberhasilan
suatu program

Wawancara, metode ini dapat dilakukan
dengan cara mewawancarai para
stakeholders yg terlibat dalam
Implementasi program, terutama para
kelompok sasaran.
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D.

0.

Data dan Informasi

Metode campuran dari berbagal metode
diatas dengan tujuan memperoleh data yg
lebih akurat dan lengkap.

FGD, yakni dengan melakukan
pertemuan dan diskusi dengan para
stakeholders yg bervariasi. Dengan cara
dmk, maka berbagai informasi lebih valid
akan dapat diperoleh melalui cross check
satu sama lain.
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1.
2.
3.
4.

Metode Evaluasi
Ada 4 metode yg bisa digunakan:

Single program after-only
Single program before-after
Comparative after-only
Comparative before-after



Metodelogi untuk Evaluasi Program

Jenis Evaluasi | pengukuran  Kinerja | Kelompok Informasi yg
Kontrol Diperoleh

Sebelum Sesudah

Single program | Tidak Ya Tidak ada | Keadaan kelompok
after-only sasaran

Single program | Ya Ya Tidak ada | Perubahan
before-after kelompok sasaran

Comparative Ya Ada Keadaan kelompok
after-only sasaran dan Klp
kontrol

Comparative Efek program thd
before-after kelompok sasaran
dan klp kontrol
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Sumber: Finsterbusch dan Motz, 1980:140 dalam Subarsono, Analisis
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lanjutan

Evaluator dapat menggunakan kelompok
kontrol disamping menggunakan
kelompok eksperimen.

Kelompok eksperimen adalah kelompok
yg dikenai kebijakan

Kelompok kontrol adalah kelompok yg
tidak dikenai kebijakan tetapi memiliki
karakteristik yg hampir sama.
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lanjutan

Evaluator juga bisa membandingkan

konc
diim
atau

ISI sebelum dan sesudah
nlementasikan suatu program,

nanya melihat kondisi setelah suatu

program diimplementasikan.

Pasti

kan bahwa dampak kebijakan yg

terjadi adalah karena program

kebij

akaran yg diterapkan, bukan karena

program lain.




Kendala Evaluasi

Ada 5 kendala evaluasi, yakni :

Kendala Psikologis

Kendala Ekonomis

Kendala Teknis

Kendala Politis

Kurang Tersedianya Evaluator

1.
2.
3.
4.
D.
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Kendala Psikologis

Banyak aparat masih alergi terhadap
kegiatan evaluasi, karena dipandang
berkaitan dengan prestasi dirinya.

Bila hasil evaluasi kurang baik, akan
menghambat kariernya

Sehingga dipahami evaluasi kebijakan
sebagai kegiatan tambahan saja

Boleh iya, boleh tidak.
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Kendala Ekonomis

Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya
yang tidak sedikit, seperti biaya untuk
pengumpulan dan pengolahan data, biaya
untuk para staff administrasi, dan biaya
untuk evaluator.

Akan ada hambatan apabila kekurangan
finansial
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Kendala Teknis

Evaluator sering dihadapkan pada
masalah tidak tersedianya cukup data dan
Informasi yg up to date.

Data yg ada kualitasnya kurang baik

Karena proses data, Kepada instansi yg
lebih tinggi dari instansi yg lebih rendah

Shg hanya dipandang sebagai kegiatan

rutinitas, tanpa memperhatikan
substansinya.
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Kendala Politis

Evaluasi sering terbentur dan bankan
gagal karena alasan politis. Masing-
masing kelompok bisa jadi saling
menutupi kelemahan dari implementasi
suatu program dikarenakan ada deal atau
bargaining politik tertentu.

(Bryant and White, 1987)



Kurang Tersedianya Evaluator

Pada berbagai lembaga pemerintah,
kurang tersedia sumberdaya manusia yg
memiliki kompetensi melakukan
evaluasi.

Terjadi karena belum adanya budaya
evaluasi.

Pemerintah mengadakan pelatihan hanya
pada implementor, tanpa ada pelatihan
evaluator
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Grazie
Terimakasih
Adios
Bye — bye
Sayonara
Sampai Jumpa
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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